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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena
berkat limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran
2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanat
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional dan = Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan
tersusunnya Renstra ini, diharapkan dapat menjadi pedoman,
informasi dan alat dalam mengimplementasikan program-
program kerja strategis untuk lima tahun kedepan serta
menjadi tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi
dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih
jauh dari sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan
kritik yang  konstruktif dari berbagai pihak demi

penyempurnaan dan perbaikan Renstra ini.



Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang
telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan tuntutan reformasi
memberikan tantangan dalam melakukan perubahan terhadap
penataan landasan dan kebijakan serta program-program yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hakekat
pelaksanaan otonomi daerah adalah bergesernya paradigma
penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik ke
desentralistik. Sehubungan dengan itu, maka setiap organisasi
dituntut untuk melakukan pengelolaan secara tepat guna
menghadapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Perubahan lingkungan strategis di era reformasi
menyebabkan tugas Aparatur Pemerintah di daerah semakin
tinggi dan kompleks. Menghadapi hal tersebut, maka
Pemerintah Daerah harus menyiapkan Sumber Daya Aparatur
yang memiliki kemampuan /kompetensi, kualitas,
profesionalitas, dan kompetitif sesuai dengan perkembangan
zaman.

Sebagai upaya dalam mewujudkan tuntutan
profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan
bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan ASN yang profesional, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai yang melakukan
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pelanggaran disiplin PNS akan diproses/ditindak lanjuti sesuai
dengan aturan yang berlaku sesuai dengan tingkat dan jenis
hukuman disiplin.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab
di bidang manajemen kepegawaian, mengembang fungsi
sebagai perumus kebijakan di bidang kepegawaian yang
diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia
Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan/kompetensi,
kualitas, profesionalitas, dan kompetitif serta mampu
mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih (Clean
Government) dan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean
Government), hal yang perlu mendapat perhatian adalah
bagaimana menjamin bahwa proses penyelenggaraan
pemerintahan telah berlangsung sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan  yang  berlaku sehingga  dapat
mewujudkan suatu pemerintahan yang baik diukur dari
masukan, proses, keluaran, hasil dan manfaat serta dampak
yang dihasilkan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
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untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, membawa
konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam ketiga Peraturan Perundang-Undangan tersebut,
dijelaskan  bahwa penyusunan RPJMD didasarkan pada
penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya RPJMD
menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran
pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program
pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu
lima tahun mendatang.

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sehubungan dengan tugas
dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan
perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk
melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Adapun fungsi
Renstra yaitu sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator
program dan kegiatan dengan jangka waktu 5 (Lima) tahun.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia adalah unsur Perangkat Daerah pembantu Kepala
Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia 3



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajeman Pegawai Negeri Sipil. Sejalan dengan pelaksanaan
strategi penataan manajeman sumber daya manusia aparatur
yang profesional dan berkompeten dijabarkan dalam 4 (empat)
program/kegiatan prioritas, salah satunya yaitu Penguatan
Implementasi Manajeman ASN yang dilaksanakan oleh
Kementerian PANRB. Strategi tersebut diatas kemudian
diselenggarakan oleh Kantor Regonal IV Badan Kepegawaian
Negara (Kanreg IV BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi
pemerintahan dalam urusan kepegawaian. Demikian pula
dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam urusan
pengembangan sumber daya manusia. Keterkaitan Renstra
BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Renstra K/L
dan provinsi yaitu pentingnya peranan sumber daya manusia
aparatur dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Keterkaitan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Rencana
Pembangunan Jangka Mengah Daerah merupakan wujud
konsistensi dan  sinkronisasi dokumen = perencanaan
pembangunan daerah. Penyusunan Renstra juga sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat
Daerah sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan tepat
menurut kebutuhan dan perubahan.

Keberadaan Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan
Selayar, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
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Pembangunan Nasional mengacu pada RPJMD. Tujuan,
sasaran program dan kegiatan dalam Renstra BKPSDM
memiliki keselarasan dengan program dan kegiatan dalam
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyusunan rencana
kegiatan tahunan BKPSDM berpedoman pada Renstra
BKPSDM sekaligus menjadi tolak ukur penilaian pencapaian
keberhasilan BKPSDM.

Dalam pelaksanaannya, BKPSDM menyelenggarakan 2
(Dua) Program, yaitu Program Kepegawaian Daerah dan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program
Kepegawaian Daerah mencakup tentang penyelenggaraan tata
kelola kepegawaian berdasarkan peraturan tentang manajemen
aparatur sipil negara. Sedangkan Program Pengembangan
Sumber Daya  Manusia mencakup  penyelenggaraan
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis
pada tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan manajemen talenta,
serta pengembangan pola karir aparatur sipil negara yang

sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai.

1.2 Landasan Hukum
Landasan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
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Penyeelenggara Negara yang Bersih dan Bbebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pearturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
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Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomorr 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunana Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
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Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4633);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4889);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguanan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);

27.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5

30.Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2012 Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 47);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026;

33. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1.Maksud dari Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :
a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan
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dilaksanakan 5 (Lima) tahun kedepan dalam rangka
mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan

b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat

Daerah.

1.3.2.Tujuan dari Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah :

a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh
Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan
mengalokasikan sumber daya dalam rangka
pencapaian tujuan Perangkat Daerah;

b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja
Perangkat Daerah;

c. memudahkan pengendalian kegiatan serta
pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait,
monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal
maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi
Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan; dan

d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi

antar bidang dalam Perangkat Daerah;
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1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-

2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan penjelasan penyusunan Renstra yang berisi
latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan

sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan dan menyajikan
tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan BKPSDM, telaahan visi, misi dan program
Bupati dan Wakil Bupati, telaahan renstra

kementerian/lembaga dan provinsi , telaahan Rencana Tata
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Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan
Penentuan Isu-isu Strategis BKPSDM.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran BKPSDM untuk dapat dilaksanakan dalam jangka

waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang
dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan dari setiap strategi yang dipilih.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, serta

pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja BKPSDM yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5
(Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP
Bab ini menguraikan Kepala Badan BKPSDM Kabupaten

Kepulauan Selayar sebagai penanggung jawab pelaksanaan
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Renstra BKPSDM bersama Bappelitbangda melaksanakan
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra BKPSDM,
keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan

Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026.
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2.1.

BAB 1II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian
ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan organisasi serta tugas dan fugsi Badan
Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan adalah

sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai
tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan
fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
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b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang kepegawaian dan pengembanagn sumber daya
manusia,;

d. Pelaksanaan administrasi Badan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris
Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu
Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan
memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua
unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan fungsi Sekretaris Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
adalah :
a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Badan;
b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan
hukum;
c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
% Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan
Hukum adalah membantu Sekretaris melaksanakan

urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah
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tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan

Perundang-undangan.

X/

» Kepala Subbagian Program

Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu
Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan

laporan kinerja.

X/

» Kepala Subbagian Keuangan

Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu
Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan,
penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan

pembukuan.

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian
Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah :
a. Perumusan  kebijakan  teknis bidang  pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian,;
b. Pelaksanaan  kebijakan teknis bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian,;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian,;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan,

pemberhentian dan informasi kepegawaian,;
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e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang

tugasnya.

4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan

Penghargaan
Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja

dan Penghargaan adalah membantu Kepala Badan daalam

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis di bidang mutasi, prmosi, penilaian kinerja dan

penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi,

Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi,
penilaian kinerja dan penghargan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi,
penilaian kinerja dan penghargan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi,
promosi, penilaian kinerja dan penghargan;

d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi,
penilaian kinerja dan penghargan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur
Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
teknis di bidang pengambangan sumber daya manusia
aparatur dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber

Daya Manusia Aparatur adalah :
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a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan
kompetensi aparatur;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan
kompetensi aparatur;

c. Pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan di  bidang
pengembangan kompetensi aparatur;

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan
kompetensi aparatur;

e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang

tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok  Jabatan  Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional

masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Susunan  Organisasi Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Selayar, terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum;
2. Sub Bagian Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi
Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Mutasi, Promoso, Penilaian Kinerja dan

Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
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e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur,
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA BADAN

[ |
KELOMPOK JABATAN
SEKRETARIS
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
UMUM SUBBAGIAN SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN PROGRAM KEUANGAN
DAN HUKUM
BIDANG PENGADAAN BIDQRNng\ggASI BIDANG
PEMBERHENTIAN PENGEMBANGAN
DAN INFORMASI PENILAIAN SUMBER DAYA
KEPEGAWAIAN KINERJA DAN
e el MANUSIA APARATUR
SUB SUB SUB

KOORDINATOR
DAN KELOPMPOK

KOORDINATOR
DAN KELOPMPOK

KOORDINATOR
DAN KELOPMPOK

JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
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2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

2.2.1. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai di Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kepulauan Selayar sampai dengan tanggal 31 Desember
2020 mencapai 74 orang yang terdiri dari 44 Orang yang
berstatus PNS dan 30 Orang yang berstatus Non PNS,
dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, jabatan,

dan Kualifikasi Pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.1.a.
Klasifikasi Pegawai menurut Golongan
Golongan/Ruang Jumlah
Golongan IV/c 1 orang
Golongan IV/b 1 orang
Golongan IV/a 2 orang
Golongan III/d 6 orang
Golongan III/c 10 orang
Golongan III/b S orang
Golongan III/a 7 orang
Golongan II/d 4 orang
Golongan II/c S orang
Golongan II/b 3 orang
Golongan II/a -
Kontrak Daerah 30 orang
Sukarela -

Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2020 didominasi Level Manejerial yakni
sebanyak 60%, sementara Pegawai Tidak Tetap hanya

40% Tahun 2020.
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Tabel 2.2.1.b.
Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan

Eselon II/B 1 orang
Eselon III/A 1 orang
Eselon III/B 3 orang
Eselon IV/A 11 orang
Fungsional 2 orang
Staf PNS 27 orang
Staf Non PNS 30 orang
Tabel 2.2.1.c.

Klasifikasi Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan

Sarjana S2 2 orang
Sarjana S1 38 orang
Sarjana Muda 7 orang
SMA 27orang

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa sebagian
besar pegawai pada lingkup Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki
kualifikasi  pendidikan  sarjana (S1). Hal ini
menunjukkan bahwa kualifikasi sumber daya aparatur

di lingkup ini sudah memadai.

2.2.2. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Kepulauan Selayar, sebagaimana tabel berikut.
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2.3

Tabel 2.2.2

Asset/Modal

Nama Barang Harga Perolehan
a. Kendaraan Roda Empat 389.400.000,-
b. Tanah 3.000.000,-
c. Kendaraan Roda Dua 408.185.915,-
d. Alat Kantor dan Rumah 949.319.000,-

Tangga

e. Alat Studio dan Komunikasi 116.500.000,-
f. Bangunan Gedung 1.991.832.321,-
g. Buku dan Perpustakaan -

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Selayar sesuai dengan tupoksi adalah mengurus administrasi
kepegawaian di Daerah dengan Sistem dan prosedur yang

diatur dalam Peraturan Perundang — Undangan yang meliputi

1. Bezzeting Pegawai;

2. Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;

3. Persyaratan Mutasi/Perpindahan Pegawai;

4. Pengurusan ljin Belajar;

5. Pengurusan Tugas Belajar;

6. Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai;

7. Penerbitan Kartu Suami Istri;

8. Administrasi Pengajuan Cuti;

9. Pemberian Penghargaan/Reward Dan Sanksi/Punishment;

10. Pengurusan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Jjasah;
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11. Administrasi Pensiun.

Target kinerja pelayanan di atas kemudian diselaraskan
ke dalam 3 (tiga) Program yang dilaksanakan oleh BKPSDM

sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memuat kegiatan-kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, Administrasi, Pengadaan/Penyediaan,
Pemeliharaan dan Evaluasi Kinerja penunjang urusan
pemerintahan daerah dengan tolak ukur dan target kinerja

pelayanan meningkatnya nilai SAKIP.

2. Program Kepegawaian Daerah

Program ini memuat kegiatan-kegiatan yang
menjabarkan tentang ruang lingkup manajemen ASN, antara
lain Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
serta mutasi dan promosi ASN yang menjadi indikator kinerja
utama dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 -
2026 yaitu Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah
Daerah. Disamping pelaksanaan kegiatan pengembangan
kompetensi ASN dan penilaian kinerja dan disiplin ASN
dengan kinerja pelayanan yaitu peningkatan kualitas SDM
aparatur melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan

pendidikan serta peningkatan ASN yang berkinerja baik.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini menuat kegiatan-kegiatan pengembangan
kompetensi manajerial, teknis, sosio-kultural dan
pemerintahan dengan kinerja pelayanan yaitu peningkatan
kualitas SDM aparatur berbasis tupoksi bagi jabatan

administrasi penyelenggara urusan konkuren, penunjang dan
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umum serta sertifikasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan
fungsional, kepemimpinan dan prajabatan dengan kinerja
pelayanan yaitu peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi
pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, administrasi,

fungsional, kepemimpinan dan prajabatan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi target pelayanan

pada tahun 2016-2020 menurut golongan berjumlah :

Tabel 2.3.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Golongan
No Tahun JUMLAH
1AV 11 II I
1. 2020 802 2304 638 22 3766
2. 2019 779 2256 723 27 3785
3. 2018 789 2097 748 29 3663
4. 2017 803 1926 1002 34 3770
5. 2016 950 2114 1148 43 4255

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2021-
2026 dituangkan dalam Tabel 2.3.2 dan Tabel 2.3.3 sebagai
berikut :
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Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.3.2

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusai Kabupaten Kepulauan Selayar

No.

Indikator
Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
BKPSDM

Target
SPM

Target
IKK

Target
Indikator
Liannya

Target Renstra Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Presentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
kerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

0,7

Persentase
CPNSD yang
telah
bersyarat
mengikuti
diklat
prajabatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

Persentase
jabatan

struktural
yang terisi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

Persentase
pejabat yang
telah
mengikuti
diklat
aparatur
sesuai
jenjang
jabatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13%

Persentase
ketersediaan
formasi dan
bezzetting

100%

100%

100%

100%

100%

81%

100%

100%

100%

100%
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No.

Indikator
Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
BKPSDM

Target
SPM

Target
IKK

Target
Indikator
Liannya

Target Renstra Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Persentase
kesesuaian
latar
belakang
pendidikan/
pengalaman
kerja/diklat
yang pernah
diikuti
dengan
jabatan
struktural
yang
diduduki

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

52%

0,52

Persentase
ketepatan
waktu
pelayanan
administrasi
kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

95%

20%

0,94

0,95

0,2

Persentase
peserta
peneriman
bantuan
Tugas Belajar
dan Ikatan
Dinas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

0,5

Jumlah
aparatur
yang
mendapat
penghargaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

62%

100%

0%

0,62
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No.

Indikator
Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
BKPSDM

Target
SPM

Target
IKK

Target
Indikator
Liannya

Target Renstra Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10.

Menurunnya
tingkat
pelanggaran
disiplin
pegawai

Kehadiran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

73%

0,73

Pelanggaran
Lain

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

73%

0,73

11.

Rata-rata
lama pegawai
mendapatkan
pendidikan
dan pelatihan

20JP

20JP

20JP

20JP

20JP

24JP

24JP

24JP

40JP

40JP

1,2

1,2

1,2

12.

Persenatse
ASN yang
mengikuti
pendidikan
dan pelatihan
formal

100%

100%

100%

100%

100%

16,77
%

18,04
%

13,47
%

13,90
%

15,17
%

13.

Persentase
pejabat ASN
yang telah
mengikuti
pendidikan
dan pelatihan
struktural

100%

100%

100%

100%

100%

0,23
%

0,17
%

0,13
%

0,2%

0,02
%

0,00
23

0,00
17

0,00
13

0,02

0,00
02

14.

Jumlah
jabatan
pimpinan
tinggi pada
instansi
pemerintah

32
Jabat
an

32
Jabat
an

32
Jabat
an

32
Jabat
an

32
Jabat
an

30
Jabat
an

32
Jabat
an

32
Jabat
an

32
Jabat
an

32
Jabat
an

0,94

Renstra Badan Kepegawaian danPengembangan
Sumber Daya Manusia

30



No.

Indikator
Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
BKPSDM

Target
SPM

Target
IKK

Target
Indikator
Liannya

Target Renstra Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jumlah
jabatan
administrasi
pada instansi
pemerintah
(Eselon III)

168
Jabat
an

168
Jabat
an

168
Jabat
an

168
Jabat
an

168

Jabat

an

157
Jabat
an

168
Jabat
an

168
Jabat
an

168
Jabat
an

168
Jabat
an

0,93

16.

Jumlah
pemangku
jabatan
fungsional
tertentu pada
instansi
pemerintah

730
Org

911
Org

1141
Org

1348
Org

1417
Org

753
Org

937
Org

1170
Org

1380
Org

1444
Org

1,03

1,02

1,02

1,02

1,01

Renstra Badan Kepegawaian danPengembangan
Sumber Daya Manusia

31



Dari Tabel 2.3.2 tesebut di atas dapat
diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kerja
telah sesuai dengan target yaitu 100% untuk tahun
2016 s/d tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor yakni teridentifikasinya kebutuhan
sarana dan prasarana kantor serta tersedianya
anggaran yang cukup. pada tahun 2020 realisasi
capaian 70% atau tidak sesuai dengan target yang
direncanakan disebabkan karena adanya pemotongan
anggaran (Refocusing).

2. Persentase CPNSD yang telah bersyarat mengikuti
diklat prajabatan telah mencapai target yang
direncanakan yaitu 100% pada tahun 2016 s/d tahun
2019. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu hasil orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil
bernilai baik dan dinyatakan memenuhi syarat, adanya
kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupataen
Kepulauan  Selayar (Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku
Penanggung Jawab) dengan Badan Pengembangan
Sumber daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi
Selatan, serta tersedianya anggaran yang cukup. Pada
tahun 2020 tidak mencapai target dengan persentasi
0% disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya
pemotongan anggaran (Refocusing) dari Pemerintah ke
Pemerintah @ Daerah dan adanya  moratorium

penerimaan CPNS yang ditetapkan oleh Kementerian
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

3. Persentase jabatan struktural yang terisi telah sesuai
target yang direncanakan atau persentasi 100% untuk
tahun 2016 s/d tahun 2019. Capaian tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tersedia formasi
jabatan struktural yang lowong, adanya pejabat yang
memenuhi syarat, dan terlaksananya mutasi pejabat
struktural. Pada tahun 2020 realisasi capaian 0% atau
tidak sesuai dengan target. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor yakni adanya larangan mutasi pejabat
bagi Pemerintah Daerah yang melaksanakan pilkada
dan adanya pemotongan anggaran (Refocusing).

4. Persentase pejabat yang telah telah mengikuti diklat
aparatur sesuai jenjang jabatan telah sesuai dengan
target yang direncanakan yaitu 100% untuk tahun
2016 s/d tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu usulan diklat dari masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan target,
adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar (Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku
penanggung jawab) dengan Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi
Selatan dan tersedianya anggaran yang cukup. Pada
tahun 2020 tidak memenuhi target yang direncanakan

disebabkan adanya pemotongan anggaran (Refocusing).
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5. Persentase ketersediaan formasi dan bezzetting telah
memenuhi target yang direncanakan dengan persentase
100% untuk tahun 2017 s/d tahun 2020. Salah satu
faktor yang mempengaruhi capaian target kinerja
tersebut adalah tersedianya analisis jabatan (anjab) dan
analisis beban kerja (ABK) yang sudah menggambarkan
kebutuhan/formasi PNS secara menyeluruh di setiap
OPD dan menjadi dasar pengusulan kebutuhan PNS
setiap tahun. Adapun capaian kinerja yang belum
memenuhi target yang direncanakan yaitu pada tahun
2016 capaian kinerja hanya 81% . Hal ini dipengaurhi
oleh kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan
moratorium penerimaan pegawai khusus untuk tenaga
pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan
sekolah kedinasan sehingga formasi tidak sesuai yang
direncanakan dengan formasi yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk
Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Persentase kesesuaian latar belakang
pendidikan/pengalaman kerja/diklat yang pernah
diikuti dengan jabatan struktural yang diduduki telah
sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100%
untuk tahun 2016 s/d tahun 2019. Hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor yaitu tersedianya jabatan yang
lowong, profil Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut
Kepengkatan (DUK), mutasi pejabat struktural dan
anggaran yang cukup. Adapun target yang tidak
tepernuhi yaitu tahun 2020 dengan persentasi 52%.
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Hal Ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya
larangan mutasi bagi pemerintah daerah yang
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan
adanya pemotongan anggaran (Refocusing).

7. Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi
kepegawaian telah sesuai antara target dengan realisasi
capaian yaitu 100% untuk tahun 2016 s/d tahun 2017.
Hal ini disebabkan jumlah layanan kepegawain yang
masuk di Badan Kepegawaian sesuai dengan target
yang direncanakan dan anggaran yang cukup. Pada
tahun 2018 s/d tahun 2020 tidak sesuai antara target
dengan realisasi capaian yaitu 94% tahun 2018, 95%
tahun 2019 dan 20% tahun 2020. Hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor yakni layanan yang masuk di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia tidak sesuai dengan target dan adanya
pemotongan anggaran (Refocusing) pada tahun 2020.

8. DPersentase peserta penerimaan bantuan tugas belajar
dan ikatan dinas telah sesuai dengan target yang
direncanakan yaitu 100% kecuali tahun 2019. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu usulan tugas
belajar dari Organisasi Perangkat Daerah, Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat dan
tersdianya anggaran yang cukup. Pada tahun 2019
tidak sesuai dengan target dengan realisasi capaian
yaitu 94%. Hal Ini disebabkan oleh kurangnya usulan

tugas belajar dari Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra Badan Kepegawaian danPengembangan
Sumber Daya Manusia



9. Jumlah aparatur yang mendapat penghargaan telah
sesuai dengan target yaitu realisasi capaian 100%
kecuali tahun 2018 dan tahun 2020. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor yakni usulan
penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah,
penetapan penerima penghargaan Satya Lencana Karya
Satya dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan
yang diusulkan, dan anggaran yang cukup. Pada tahun
2018 realisasi capaian 62% disebabkan oleh beberapa
faktor yaitu adanya keterlambatan penetapan penerima
Satya Lencana Karya oleh Kementerian Dalam Negeri
sehinga tidak dilakukan penyerahan penghargaan
kepada Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2020 realisasi
capaian 0% disebabkan adanya pemotongan anggaran
(Refocusing).

10. Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin pegawai dari
aspek kehadiran dan pelanggaran lainnya telah sesuai
realisasi capaian dengan target yang direncanakan
untuk tahun 2016 s/d tahun 2019. Hal ini disebabkan
oleh beberpa faktor yakni tingkat kehadiran pegawai,
pelanggaran disiplin pegawai, penindakan bagi pegawai
yang melanggar disiplin pegawai dan anggaran yang
cukup. Pada tahun 2020 tidak sesuai antara target
dengan realisasi capaian disebabkan karena adanya

pemotongan anggaran (Refocusing).
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Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendaan Pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Urnzan/Bidang Uruzam

Anggaras pada tabes ke-

Realizasi Anggaras pada Takun ke-

hacio amtara Realizasi dan Anggaras Takus ko

Rata-rata Pertumbuban

Ho| Pemerintaban Daerak dam
Program? Kegiatan
2016 2017 2018 2018 2020 2016 2017 2018 2013 2030 2016 | 2017 | 2008 | 2013 | 2020 | Asnggaran | Reatizasi
; = = 3 3 = 7 3 = 75 3 7= 75 73 I3 75 I 75 75
Didang Uresan Kepegawaian | 4.705.945.000 | 4.560 000,000 | 4.045 125 000 | 5906 495 460 | 1.715.423 055 | 4 4712 4871.712 | 4.573.721.650 | 5.763_609.114 | 5.546.056_320 | 1562664 970 0.95| 095| 094| 093] o092 1 1
P Pel
A 573 981.T86 689957000 | 647593000 | 745755000 | 628663 491| 555834 143 | 664641965 | 546497570 | 719005647 | sT6.002.758 037| o56| os4| o0a86] o8z o o
Ad traci Perkantoram
1 | Penyedia dazs Komunikazi, 50,000,000 £6.414.000 67,000,000 £7.000.000 7.000.000 45 593,500 55057152 57070841 54,053,207 15,000,000 088 053 055 081 nze 0,08 1
Sumber Daya Air dan Listrik
2 | Penyediaan bahan bacaan 5.100.000 240000 12000000 15.000.000 2,000,000 5,040,000 350,000 5292000 .505.000 2,000,000 059 07 063 055 100 0,04 o
dan peraturan perundang-
undangan
3 | Rapat-rapat keordinasi dan 235,700,756 308.752.000 255,000,000 H35.151.000 125 359 456 253 555645 3037045565 254505725 335127256 136 359,074 058 1,00 100 100 100 016 o
konsultasi dalam dan
luar dasrah
4 | Pelakzanaan Penunjang 223,151,000 302,501,000 315,595,000 305,572,000 335,904,055 21,909,000 291,530,000 226.229.000 295551204 335,045,685 088 0,96 012 0,88 1,00 0,08 o
Adminizkrazi Perkantaran
5 | Penyedisan daza zurse o o o 20,000,000 15.000.000 o BBEE BT o 20,000,000 15.000.000 1,00 1,00 0,00 -
Tlenyurat
Program Peaingkatan
Sarama dam Pracarasa 209520000 | 345995800 | 135.000.000 | 161.000.000 | TO.00OOO00 | 106052043 | 523804951 | 109289613 | 148506665 | 65913725 o51| o.as os1| osa| 1oo 1 1
Aparater
1 | Pemeliharaan rutinberkals 10,000,000 15,000,000 15.000.000 15,000,000 0 7.520.000 14.728.000 o 14.562.000 o 01s 0,45 - 0,87 - 0,00 -
gedung kantor
2 | Pemelibaraan rutinfberkals 35,000,000 27.000.000 35,000,000 30,000,000 0 33,775,049 20,080,550 27.390.000 28851605 o 0,87 074 01 0,96 - 0,00 -
mekil jabatan
3 | Pemelibaraan rutindberkals 32,000,000 23 335,500 35,000,000 30,000,000 £0.000.000 27.455.000 21595461 32243615 22 108080 53,953 725 0,56 0,75 0,82 074 1,00 0,10 o
kendaraan dinazioperazisnal
4 | Pemeliharaan rutinterkala 10,000,000 10200000 0,000,000 10000000 10000000 3440.000 10,030,000 2,550,000 £.355.000 2.860,000 054 0,43 100 070 100 0,00 o
peralatan gedung kantar
5 | Pengadaan peralatan Gedung 20,520,000 247,400,000 30,000,000 6,000,000 o 5000000 245 510,000 F0.000,000 £6.000.000 o 006 0,43 100 100 - .00 -
Kantor
& | Pengadaan Mabiler Kantor o 15,000,000 10,000,000 10,000,000 0 o 15.000.000 2.700.000 10,000,000 o - 1,00 0,87 100 - 0,00 -
7 | Pengadasn Pertenghapan 32,200,000 o o o 0 23 859000 o o o o 0,30 - - - - 0,00 -
Gedung Kantar
Program Pemingkatan i
Kapasitas Swmber Daga 175.736_000 252 622 200 | 115000000 | 180535000 | 32681900 | 166938175 | 244168014 | 114040688 111594 753 32 5680156 0as| oar| oas 0as| 100 1 1
Aparater
1 | Pengiriman Pezerta Diklat 5,000,000 23 .7H0.000 75.000.000 #0.535.000 32 651800 T6.255.400 0446114 4107555 TL5A5. 262 32 565,015 052 046 059 054 100 054 o
Teknis Fungsional dan
Eimt<k Khuzuz
2 | Diklat Penyuzunan Lakip 20736000 o o o 0 S5EE4TTE o o o o 088 - - - - 0,00 -

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

37



UrusaniBidang Urusan Anggaran pada tahun ke- Realizasi Anggaran pada Tahun ke- asio antara Realisasi dan Anggaran Tahun kq Rata-rata Pertumbuhan

No| Pemerintahan Daerah dan
Program! Kegiatan

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi
7 K 7 7 5 & 7 & 7 0 # I i7 T [5G IS 7 & I
3 | Bimtek Peringkatan Kapasitas ] 84.730.000 40,000,000 100.000.000 ] 0 79,673,700 39.932.800 99,993,491 ] o 1,00 1,00 - 0,00 -
SOM Aparatur
4 |Bimbingan Teknis Analisis ] 74.042.200 ] ] ] ] 74.042.200 ] ] ] - 100 - - - 0,00 -
Kebutuhan Diklat
Bodmbeniakaran 170.000.000 | 135.000.000 | 150.888.450 | 90.573.450 | 20.055.090 | 163.085.600 | 134.901.400 | 145.306.250 | 90.870.800 | 13.862.740 03| 1o00| 0396| 1o00| 099 1 1
Disiplin Aparatur
1 | Pemberian penghargaan bag 100,000,000 76,500,000 £0.000.000 £0.000.000 3.428.640 57.3687.200 78,701,600 55, 255,000 F0L000.000 3428640 oar| 1ol oEz 1,00 1,00 427 4
PN vang berprestasi
2 |Penegakan Disiplin PRSIPTT 70.000.000 56.200.000 30,583,450 30,873,450 16.629.250 £5.633.400 56.133.800 30.051.250 30870500 16,433,900 o3| 1ol 033 1] 033 057 1

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem 112.540.000 99.750.000 50.000.000 52 85%4.960 39.5¥2.280 | 101.860.750 99.090.000 49.945.000 52 ¥75.960 39.555.200 091 0,99 1,00 1.00 1.00 0 1}
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

1 |Penyusunan Laparan Capaian ] 20.000.000 5.000.000 10.000.000 10.622.000 ] 13.445.000 5.000.000 10.000.000 10.622.000 - 037 100 100 100 0,36 0,33
Kinerja dan lkhtisar Realizasi
Kinerja SKPO

2 |Perwusunan Pelaporan ] 20.000.000 10.000.000 10.000.000 5.153.000 ] 20.000.000 3.335.000 10.000.000 8.13%.920 - 1.00 100 100 1.00 0,06 0,06

Prognosis Realisasi Anggaran

3 |Perwusunan Pelaporan ] 30.000.000 15.000.000 10,000,000 10.554.000 ] 29.835.000 15,000,000 10,000,000 10.564.000 - 1,00 1,00 1,00 1,00 on 010
Keuangan Akhir Tahun
4 |Permusunan Standar ] ] 0 2.854.960 5.000.000 0 ] 0 2,854,550 5.000.000 - - - 1,00 1,00 0,00 0,00
Operasional Prasedur (SOR)
5 |Peningkatan Pengelolaan 35.000.000 11.000.000 10,000,000 10,000,000 1625000 34.670.750 11,000,000 8,550,000 3.925.000 1.625.000 o3l o0 o0l 0E3 1,00 186 184
Barang
|
£ |Perwusunan Fenja SKPO i 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3.268.260 i 10,000,000 101,000 000 3.336.000 3288 2480 - 1,00 1,10 1,00 1,010 0,26 0,25
t| 7 | Peryusunan Pelaporan 50.000.000 0 0 0 0 39.650.000 i 0 0 0 03 - - - - 0,00 0.00)

Keuangan Bulanan
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UrusaniBidang Urusan

Anggaran pada tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

asio antara Realisasi dan Anggaran Tahun kg

Rata-rata Pertumbuhan

No| Pemerintahan Daerah dan
Program! Kegiatan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi
7 Z 7 f 5 & 7 & F w FI] 5 7 o = % 7 73 3
& |Penyusunan Fenstra 27.540.000 £.750.000 ] ] ] 27.540.000 £.750.000 ] ] i 1o oo - - - 0,00 0,00
r

e 3.464.170.214 | 3.056.695.000 |2.946.643.550| 4.757.477.050 | 924.247.294 | 3.378.717.055 | 2.901.115.477 | 2.818.529.993 | 4.365.282.495 | 844.762528 | 0.98| 095| 096| 092] 09 1 1
Pengembangan Aparatur

1 | Seleksi Penetimaan Calan PHS 0 i} 220.000.000 0 i} 0 i} 216.330.232 0 0 - - 0.35 - - 0.00 0,00

2 | Seleksi Penerimasn &SN i ] i 131.336.000 221.000.000 i ] i 40,775,900 716.989.004 - - - 03| o3 o000 0,00

3 | Mutasi Pegaw siMegeri Sipi 120.000.000 123.784.400 70.000.000 75.000.000 54.181.050 119144350 123563515 £d.404.600 52.020.000 47,345,550 o33 ool o8zl oes]  oms|  ozs 0,30

4 | Pelaksanasn Proses Administrasi 150,000,000 142,775,000 §0.000.000 §3.600.000 28750000 | WAET7S00 142,775,000 53.478.000 §9.524.500 126, 237.962 o0l ool oss]  oo]  tmo| oz 0.20
Kenaikan Pangkat PNS

5 | Pengiriman Peserta Diklat PIM 131.022.000 143.283.000 143.283.000 £0.522.000 ] 131.022.000 143.283.000 143,283.000 £0.522.000 ] 1ol ool ool 100 - 0,00 0,00
Tk I

B |Pengiriman Pesera Diklat PIM 247.875.000 245000000 | 183.750.000 221.250.000 ] 247.875.000 | 245.000.000 183,750.000 221.250.000 i ol ool ool 100 - 0.00 0.00
Tkl

7 | Pelaksanasn Peserta Diklat Fit 802000000 809200000 | B47.360.000 §01.700.000 5.750.000 801544.350 | 803&19.250 575,036,276 TE7.017.500 5534866 o0l o8 os7l  oss]  oss|  ader 3442
Tk IV

8 |Pelaksanasn Diklat Prajsbatan ] ] 183.844.000 ] ] ] ] 165,095.500 ] ] - - 0,91 - - 0,00 0,00
Golargan |

3 | Pengiriman Diklat Prajzbatan ] ] ] 18.592.000 ] ] ] ] 4.484.000 ] - - -l o0z - 0.00 0.00
Galonganll

10 | Pegiriman Diklat Prajabatan 427.585.214 ] 5,545,000 ] ] 425.410.914 ] 2.242.000 ] 0 0,39 -| o040 - - 0.00 0.00
Galarnganll

1 | pengambilzn Sumpzh 30.000.000 33.500.000 10.000.000 12.362.550 £.072.550 28.250.000 31.750.000 £.700.000 12.362.550 5621810 o34 o8l og7| 1| 0m| gy 107
JanjiPNSD

12 | Pelaksanaan Diklst Prajsbatan 71984000 ] i i ] 71.584.000 ] i i i 1000 - - - - 0,00 0,00
Galongan [danll

13 | Pelakzanaan Oiklat Prajabatan ] 136.762.000 ] 2277520000 | 10.556.100 ] 136,761,950 ] 2.151663.765 9,701100 - - -l ow| o092 oo 0,00
Golangan | dan i
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No

UrusaniBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program! Kegiatan

Anggaran pada tahun ke-

Realizasi Anggaran pada Tahun ke-

asio antara Realisasi dan Anggaran Tahun kg

Rata-rata Pentumbuhan

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2013

2020

Anggaran

Realisasi

=

Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan lkatan Dinas

200.563.000

160.000.000

200.000.000

163.000.000

23.763.450

200.437.000

160.000.000

200.000.000

32333022

23.763.430

100

1.00

100

0a7

100

152

1.02)

20

21
22
23

L)

i 25

Proses Administrasi
Penerbitan Sk, TugasBelajar,
Penerbitan 5K |zin Belajar dan
SuratKeterangan
Peningkatan Pendidikan

Monitaring dan Evaluasi
Kegiatan Mahasiswa Tugas
Belajar yangMenerima
Bantuan

Pengurusan dan Penerbitan

KARIS KARSU PNS

Penguruzan dan Penerbitan
K aruPegawai bagi FNS

Penataan Administrasi Angka

Kredit Tenaga Fungsional

Pelaksanaan Prozes

Administrasi Pemberhentian!
Pensiun PNS

Pengurusan dan Penerbitan
KartuPeserta Taspen [KPT)

Pembuatan Daftar Ut
k.=pangkatan ([OUK]PNSD

Penyusunan Formasi

Pemberian Penghargaan Satya
LencanaKarya Satya

Pengabdian bagi PNS

Pengangkatan Pembebasan,
Pengangkatan Kembali, dan
Penyesuaian Mama Jabatan
Fungsional dan Peryeszuaian

50,000,000

50.000.000

50.000.000

G2.073.000

35.000.000

40.000.000

47.927.000

25.000.000

40.000.000

50.000.000

38.575.000

70.000.000

40.000.000

35.000.000

70.000.000

40.000.000

23.650.000

12461750

22.000.000

22.000.000

20,500,000

45.000.000

14.223.800

25.000.000

30.000.000

33.500.000

18.000.000

8.250.000

13,750,000

Z7.726.000

20.000.000

20.500.000

50.000.000

£5.000.000

25.000.000

2.274.000

86.550.000

18.000.000

8.566.000

2638.774

12.154.250

40.004.500

5.633.750

2.963.400

17.432.738

13.340.000

18.000.000

43.43.500

43.777.500

45.745.000

31.333.600

33932.085

33.554.120

47.664.700

24.312.500

33.633.600

48.557.600

38.536.400

£3.030.210

33.246.370

3d.226.000

33.288.830

33.333.300

23.650.000

1.911.300

215867.000

22.000.000

20.234.800

44,863,233

13.456.200

24.673.000

23.341.500

3335700

17.967.0d4

8.250.000

13.222.800

27721028

13.837.976

13621224

438.474.553

22.583.100

24.305.300

2.274.000

86.334.558

18.000.000

8.566.000

2.638.774

12.154.250

33.928.800

5.633.750

2.963.400

17.432.738

13.340.000

33610

0.87

1.00

037

100

037

0,33

100

1.00

0,84

0,33

1.00

0,33

0,33

0,33

0,85

1.00

1.00

0,36

033

1.00

0,33

100

035

0,33

0,38

033

1.00

100

037

100

033

0,36

0ar

0,30

1.00

100

100

1.00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.00

0,00

253

0,00

047

nzz

034

133

3.06

0.ra

0.03

0.00

0.00

247

0.00

0.45

0.2z

0.87

134

2,33

0.7g

0.03
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No

UrusaniBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Anggaran pada tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

asio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ks

Rata-rata Pertumbuhan

Program! Kegiatan

2016

2017

2018

2013

2020

2016

2017

2018

2013

2020

2016

2017

2018

2013

2020

Anggaran

Realisasi

26

1|27

Fungzional dan Peryesuaian

Pengelolazn Sistem Aplikazi
Pelayanan Kepegawaian
[SAPK]

Pengelolaan Sistem Kearsipan dan
Tata Mazkah Kepegawaian

100.000.000

17.600.000

0.000.000

48,350,000

43.500.000

13.000.000

43.500.000

13.000.000

30.027.600

2.136.000

35.531.540

16.251.000

T8.275.331

36.567.200

41.536.937

12.116.000

33.731.164

Tdvzz0

27.625.086

2.136.000

036

0.3

038

075

036

033

03

0.88

032

100

038

17

146

26

3

30

il

32

33
4
a5
36

3T

]

[TAKA)

Penyelenggaraan seleksi JPT
dan Azzesment

Penyelenggaraan Seleksi
TerbukaPejabat Tinggi
Aparatur Sipil Pratama

Penyelenggaraan Fit and
Prafer Test Pejabat
Tinggi Pratama

Penyelenggaraan ujian Dinas
dan Peryesusian ljazah

Penempatan Pegaw ai Mon PNS

Penguruzan dan Penerbitan
SKPNS

Pengurusan dan penerbitan

SK.CPNS

Pengurusan dan penerbitan

SK.CPMS Tenaga Honorer K_II
Penguruzan, Penerbitan dan Penyg

SK.CPMS Formasi Khusus
Dakter,Bidan PTT dan THL-TE
Penyulub Pertanian

Sistem Informasi Kepegawaian
Berbasiz Web/Online Intranst
dan Intermet

360.000.000

30.000.000

171.454.000

34.207.000

T72.000.000

14.680.000

134.000.000

54.465.600

52.750.000

60.000.000

75.000.000

45.000.000

150,000,000

10.000.000

28.000.000

28.950.000

43.000.000
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214.432.000

28.665.000

20.000.000

T.791.000

26.663.000

43.000.000

178.300.000

10.000.000

]

30.563.330

13.786.302

347.773.306

23.862.250

122.7786.800

34.207.000

T7%.000.000

11.4:30.000

106,530,630

54.465.600

52.532.500

48.365.150

§5.334.500

44.324.800

140.350.306

3.380.000

27.888.300

22.573.600

42.370.700

204.513.325

26.665.000

13.933.830

7.791.000

26.662.500

41.527.500

118,533,951

10.000.000

]

26.060.700

13.786.302

037

100

1.00

078

055

038

100

100

078

100

035

1.00

1.00

.00

1.00

087

0.66

100

0.85

100

0,00

0,00

0,00

0,00

103

0,00

0,00

0,00

0.o0

014

0,00

0,00

0
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UrusantBidang Urusan Anggaran pada tahun ke- Realizasi Anggaran pada Tahun ke- asio antara Realisasi dan Anggaran Tahun kq Bata-rata Pertumbuhan
No| Pemerintahan Daerah dan
Program! Kegiatan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2013 2020 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 | Anggaran | Realisasi

1| 39 |Proses Administrasi 1] 1] 16.420.000 16.4.20.000 4.035.000 a 1] 14.373.600 15.952.500 4.095.000 - - 0.4 0.37 1.00 0,00 0,00
i SK Kenaikan
i Gaiji Berkala (KGE)
I 40 | Pelaksanaan HUT KORPRI n 75.000.000 70.000.000 £.310.500 0 0 T3.880.800 £3.924.000 8.910.500 ] - 093 100 1.00 - 0,00 0,00
|

41 | Pengelalaan sitem Administrasi ] ] 25.300.000 12,300,000 a a ] 24.737.000 15.300.000 a - - 0.3 1,00 - 0,00 0,00
| E-LARKIN
.| 42 |Penginputan Aplikasi E-LAPKIN 1] 1] 1] 0 £.773.000 1] 1] 1] 1] §.773.000 - - - - - 0,00 0,00
i
| 43 [Pengsmbangan Sistem Apli 0 20.000.000 0 125.000.000 0 0 20.000.000 0 124.933.930 0 -l -l 1w -
i Simpeg 0,00 0,00
! 44 | Peryusunan Dafrar Jabatan 1] 1] 30.000.000 0 a a 1] 29.533.000 a a - - 033 - - 0,00 0,00
I Fungsional Terentu [JFT)
| dan Jabatan Fungsional Umum

[JFLIY Pelaksana
i 45 | Penyuzunan Palakarir FHS 1] 1] 20.000.000 0 a a 1] 13.335.200 a a - - 0.37 - - 0,00 0,00
1| 46 | Abzensi Online 1] 1] 33.500.000 40,500,000 30.561.500 a 1] 33.345.200 30.076.600 30.561.500 - - 100 0,74 1.00 0,00 0,00
" a7 | Peryusunan SKP On line n n 20.000.000 ] 0 0 n £.133.000 0 0 - - 0.3 - - 0,00 0,00
I 45 | Penyusunan standar 1] 1] 330.000.000 0 a a 1] 300.245.033 a a - - 031 - - 0,00 0,00
| kampetensi jabatan
! 49 | Sesialisasi SKP Online 1] 1] 48,500,000 ] a a 1] 44.083.000 1] 1] - - 0. - - 0,00 0,00
- B0 | Sesialisasikenaikan 1] 50.000.000 a 0 a a 439,342 B61 1] a a - 093 - - - 0,00 0,00
i Pangkat Otomatis
" 51| Pemetaan Potensi Pegaw ai 1] 1] T0.000.000 0 33.736.000 a 1] £3.525.000 a 33.736.000 - - 1.00 - 1.00 0,00 0,00
i MNegeri Sipil
|
1| 52 | Perwelenggaraan bssesment
Kompetensi Jabatan

| Admiristr ator
- 53 | Forum Diskusi dan Sosializasi n A0.000.000 0 ] 0 0 TF.238.200 n 0 0 - 0ar - - - 0,00 0,00
i PP MO, T Tahun 2017
i tentang Manajemen 45N
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Berdasarkan Tabel 2.3.3 menunjukkan bahwa rasio antara
realisasi dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dapat dikatakan baik untuk tahun 2016-
2020. Pada tahun 2016, rata-rata rasio anggaran dan realisasi
mencapai 0,95. Pada tahun 2017 mencapai 0,95; pada tahun
2018 mencapai 0,94; pada tahun 2019 mencapai 0,93 dan yang
memiliki rasio terendah adalah pada tahun anggaran 2020 yaitu
0,92.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan
pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembanagn
Sumber Daya Manusia, yaitu :

1. Adanya beberapa program yang tidak dapat dihitung
pertumbuhannya dikarenakan hanya dianggarkan pada tahun-
tahun tertentu saja;

2. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 memberikan
dampak terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020;

3. Adanya pengurangan dana atau refocusing dalam rangka
pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 juga
menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan

bahkan menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
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2.4

Tanangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Selayar tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan
yang masih rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari
beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi.

Adapun tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

a. Perubahan dan pengembangan  peraturan  bidang
kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;

b. Jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun untuk 5
tahun kedepan yang perlu disiapkan penggantinya;

c. Posisi jabatan struktural/fungsional ASN yang belum
sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja;

d. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN;

e. ASN yang masih memerlukan pendidikan penjenjangan
untuk meningkatkan kompentensinya;

Sementara peluang dalam pengembangan pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat
dioptimalkan antara lain :

a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat

dikembangkan dalam penataan personil;
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b. Adanya kebijakan untuk melakukan
pembinaan,pengembangan dan  pengawasan kepada
aparatur agar ASN berdisiplin dan profesional,;

c. Adanya Kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan dan
mengelola ASN yang professional dalam penataan
manejemen ASN;

d. Sistem Teknologi Informasi dan komputerisasi yang

mendukung pelayanan yang prima,cepat dan tepat.

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola

untuk menjawab tantangan yang ada.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar. Terkait dengan tugas dan fungsi
tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia tentunya dituntut untuk dapat menyusun kebijakan
dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas pelayanan urusan
pemerintahan penunjang dibidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia tentunya tidak lepas dari berbagai masalah
yang menjadi kendala. Berangkat dari kondisi yang ada sekarang,
maka permasalahan yang dihadapi oleh BKPP dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya dapat teridentifikasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu
strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM tidak

lepas dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan
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Selayar Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan dan penting
untuk diperhatikan, diantaranya Good Governance dan
Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan Good Governance dan
Pelayanan Prima dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang
memiliki integritas, profesional, serta mampu
menyelenggarakan urusan pelayanan publik. Pegawai Negeri
Sipil Daerah merupakan sumber daya aparatur di daerah
sehingga perlu dilakukan pengembangan kompetensi sesuai
tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan kompetensi
yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan
perilaku Pegawai Negeri Sipil Daerah, diharapkan mampu
mewujudkan pelayanan prima.

Dari analisis isu strategis pembangunan daerah tersebut
di atas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana
kemudahan pelayanan publik, pelayanan administrasi dan
hak-hak masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik.
Kemudian dari hasil analisis lingkungan  daerah untuk
mewujudkan pelayanan publik, yang menjadi Kekuatan yaitu
tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai.
Adapun yang menjadi Kelemahan adalah pelayanan
pemerintah kepada masyarakat belum memuaskan dan yang
menjadikan Peluang adalah salah satu dari 5 (lima) aspek
yang menjadi prioritas kerja kepemimpinan Presiden dan Wakil
Presiden periode 2019 - 2024 adalah pembangunan sumber
daya manusia (SDM) yang unggul, pekerja keras, dinamis,
terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
menyelenggarakan pembangunan. Sedangkan yang menjadi

Ancaman daerah adalah perkembangan era globalisasi yang
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mengharuskan untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan
perkembangan oleh organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia merupakan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas
pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan administrasi
kepegawaian di daerah dengan Norma, Sistem, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK) Manajemen ASN yang telah diatur dalam
Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi :

- Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan;
- Pengadaan;

- Pangkat dan Jabatan;

- Pengembangan Karier;

- Pola Karier;

- Promosi;

- Mutasi;

- Penilaian Kinerja;

- Penggajian dan Tunjangan;

- Penghargaan;

- Disiplin;

- Pemberhentian;

- Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari tua
- Perlindungan

Untuk mendukung program pembangunan pemerintah
daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai agenda dan
prioritas pembangunan daerah, diantaranya mewujudkan
pemerintahan yang akuntabel, transparan dan masyarakat
yang mandiri serta berdaya saing, untuk memujudkan suatu

kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu
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menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi
yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership
dikalangan pemerintahan dan semangat enterpreneur
dikalangan masyarakat luas. Sebagai konsekuensi dalam
mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan
kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan
penataan sumber daya Pegawai Negeri Sipil Daerah. Uraian
tersebut merupakan gambaran lingkungan strategis di
Kepulauan Selayar yang perlu mendapat prioritas penanganan
dalam periode 2021-2026.

Kondisi lingkungan strategis ini selanjutnya dijabarkan
dalam bentuk program-program strategis sebagai landasan
dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana
yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026.

T-B.35
Tabel 3.1.1
Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar
Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

MASALAH

NO MASALAH AKAR MASALAH
POKOK
1. | Masih 1. Integritas ASN [1. Belum  terwujudnya
rendahnya masih rendah; pelayanan yang cepat

kinerja ASN 2. Kinerja ASN yang | dan berkualitas serta

rendah dan belum | terjadinya praktik
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terukur

penyalahgunaan
kewenangan;

2.Kinerja pegawai belum

dirumuskan secara
memadai dan belum
terintegrasi dengan
indikator kinerja
organisasi
Kebutuhan 1. Dokumen Analisis | 2. Masih kurangnya
diklat  teknis perencanaan analis diklat yang
dan fungsional kebutuhan ditempatkan pada
setiap  tahun pengembangan OPD
dari OPD kompetensi teknis
belum  dapat dan fungsional
dipenuhi (APKP) dari OPD
belum disusun
Program 3. Program yang | 3. OPD masih
“DIKLAT SATU direncanakan tidak mengalokasikan
PINTU” belum optimal karena anggaran untuk
dilaksanakan kurangnya peningkatan
dukungan dan kapasitas ASN dan
koordinasi OPD melaksanakan
kegiatan-kegiatan
bimtek tanpa
koordinasi  dengan
BKPSDM.
Kebutuhan 4. Dokumen Analisis |[4. Masih kurangnya
diklat perencanaan analis diklat yang
penjenjangan kebutuhan ditempatkan pada
setiap  tahun pengembangan OPD
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dari OPD (APKP) kompetensi

belum  dapat manajerial dari

dipenuhi OPD belum

disusun
Standar 5. Adanya kebijakan |[5. Adanya perubahan
kompetensi nasional yang kelembagaan
jabatan berubah-ubah sehingga standar
manajerial dan sehingga kebijakan kompetensi jabatan
fungsional internal daerah manajerial dan
belum tidak optimal fungsional harus
diterapkan disusun kembali/
diulang

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu
strategis pembangunan daerah yang potensial dihadapi pada
periode 2021-2026, arahan dari RPJPD Kepulauan Selayar
2005-2025, serta arahan dari visi RPJMD 2021-2026, RPJPD
dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2019-2023, substansi
RPJM Nasional 2019-2024, Visi Pembangunan Daerah
Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah : “Kepulauan
Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 (dua) bagian pokok
visi yakni “Bandar Maritim” dan “Kawasan Timur Indonesia”.
“Bandar Maritim” adalah seluruh kegiatan yang berhubungan
dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk
melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta

perdagangan barang, jasa dan industri. Sebagai Bandar
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Maritim adalah perwujudan visi yang hendak di capai sehingga

Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut

nasional, pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan

keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin, Kepulauan

Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari

komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor

perikanan dan non perikanan, dan peningkatan pelayanan,
pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Indikator Utama yang hendak diwujudkan pada akhir
periode RPJMD adalah :

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi
laut nasional;

2. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan
keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;

3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan
nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia
komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;

4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan
daya saing daerah.

Bandar Maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan
yang meliputi :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya,
yang ditopang oleh 5 (lima) sub kawasan yaitu Kawasan
Pelabuhan Benteng, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea,
Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan
Kalaotoa;

2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi Gusung, yang

didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan yaitu Kawasan
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Matalalang, Kawasan Baloiya, Pantai Pinang, Pantai
Bahuluang, Pantai Polassi, Pantai Kayuadi, Pantai Pulau
Panjang;

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang,
yang didukung oleh 5 (lima) sub sentra yaitu Kawasan TPI
Bonehalang, Kawasan Pelabuhan Kayuadi, Kawasan
Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate,
Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

“Kawasan Timur Indonesia” menunjukkan arti bahwa
berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub)
perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang
mencakup Kabupaten/Kota pada wilayah Teluk Bone,
Sulawesi Tanggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku,
dan Maluku Utara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan
dijalankan pada 2021-2026 adalah:

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang

akuntabel dan transparan;

Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;

a kK b

Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan
keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 1 didukung oleh pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu
“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Akuntabel dan Transparan”. pernyataan misi ini mengandung
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makna yaitu tata kelola penyelenggaran pemerintahan yang
baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel,
transparan, birokrasi yang efektif dan efiisien serta birokrasi
yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembanagn
Sumber Daya Manusia yang bersinergi dengan pelaksanaan
misi ke-1, terkait dengan tujuan ke-1 yaitu “mewujudkan
reformasi birokrasi daerah (T-1) dan sasaran ke-1 yaitu
“meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan
(S-1) melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk terwujudnya visi pembangunan daerah maka
tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2021-
2026 adalah :

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah;
Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan;

Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal;

> LN

Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya
Manusia;

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman,;
Meningkatkan aktualisasi nilai budaya;

Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan;

© N o o

Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup.
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Tabel 3.2.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar

Visi: “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

L Permasalahan Faktor
Program Perangkat
Y KDI._I et Daerah Penghamb Pend
Wakil .K.DH ST enghambat endorong
terpilih
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1 : 1.Integritas PNS |1.Pemahaman/ 1.Adanya arahan
Mengembang masih rendah penghayatan KPK tentang
kan tata terhadap tupoksi Conflict Of
kelola masih rendah Interest
pemerintahan 2.Adanya benturan (Permenpan-RB
yang kepentingan Nomor 37 Tahun
akuntabel 2012 tentang
dan Pedoman Umum
transparan Penanganan

Benturan
Kepentingan)

2.Peraturan Bupati

Kabupaten
Selayar Nomor
10 Tahun 2021
tentang
tersedianya
pengawas
internal
(Inspektorat) dan
eksternal (BPKP
dan BPK)

2. Kompetensi
PNS belum

sesuai

dengan

Standar

Kompetensi

Jabatan

1.Penempatan PNS
belum mengacu
pada Sistem
Merit;

2.Rendahnya
kesadaran PNS
terhadap
pengembangan
kompetensi

1.Adanya
kebijakan terkait
Standar
Kompetensi
Jabatan
(Permenpan-RB
Nomor 38 Tahun
2017 tentang
Standar
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Kompetensi

Jabatan
Aparatur Sipil
Negara
2.Tersedianya
lembaga
penyelenggara
diklat
3. Kinerja .Pemahaman/ 1. Peraturan
rendah dan | Penghayatan Pemerintah
terhadap tupoksi Nomor 30 Tahun
belum masih rendah; 2019 tentang
terukur .Konsistensi Penilaian Kinerja
pelaksanaan Pegawai Negeri
perencanaan Sipil

sasaran kerja
masih rendah;

.Belum ada

sistem/aplikasi
pengukuran
kinerja secara
transparan dan
objektif

2. Peraturan

Pemerintah
Nomor 17 Tahun
2020 tentang
Perubahan atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 11 Tahun
2017 tentang
Manajeman
Pegawai Negeri
Sipil

3. Peraturan Bupati

Nomor Tahun
2021 tentang
Manajemen
Kinerja Pegawai
Negeri Sipil

4. Program
“Diklat Satu
Pintu” belum
dilaksanakan

.Masih kurangnya

dukungan OPD

.Belum adanya

kebijakan
internal tentang
pengembangan
SDM melalui
Program Diklat
Satu Pintu
(Peraturan
Bupati)

—

. Tersedianya
HCDP (Human
Capital
Development
Program)
BKPSDM

2. Tersedianya

Peraturan
Lembaga
Administrasi
Negara Nomor 10
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Tahun 2018
tentang
Pengembangan
Kompetensi
Pegawai Negeri
Sipil

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PANRB, Kanreg IV BKN,
BKD Prov. Sulsel, BPSDM Prov. Sulsel dan Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional,
peranan aparatur negara sangat strategis dan penting dalam
pengelolaan suatu pemerintahan. Peranan tersebut antara lain
melaksanakan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu
negara. Aparatur negara memiliki tugas untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi
sejahtera, sebaliknya bila suatu negara memiliki kualitas
aparatur negara yang buruk akan mengakibatkan suatu
negara memiliki tata pemerintahan yang buruk pula (Bad
Governance) yang berujung pada lambatnya pencapaian
kesejahteraan masyarakat yang  merupakan tujuan

pembangunan nasional.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya serta

untuk melaksanakan salah satu dari 7 (tujuh) Agenda

Pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu “memperkuat

stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”,

Kementerian PANRB tidak hanya bertugas mendayagunakan
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aparatur negara, tetapi juga wajib mempercepat reformasi
birokrasi dan tata kelola. Merupakan komitmen Kementerian
PANRB untuk mengawal perjalanan reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
(Pemda).

Upaya peningkatan kinerja aparatur negara melalui
reformasi birokrasi memiliki posisi yang sangat strategis
terhadap keberhasilan pencapaian tujuan bernegara, karena
tidak ada pelaksanaan reformasi di bidang lain yang
pelaksanaannya  tidak  melibatkan  aparatur  negara.
Pelaksanaan berbagai strategi pada Kementerian PANRB
dalam melakukan penataan manajemen sumber daya manusia
aparatur yang profesional dan berkompeten dijabarkan dalam
4 (empat) program/kegiatan prioritas, yaitu: Penguatan
implementasi manajemen ASN, Penataan kelembagaan dan
proses bisnis, Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, dan

Transformasi pelayanan publik.

3.3.2 Telaahan Renstra Kantor Regional IV Badan

Kepegawaian Negara

Melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN)
ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi kewenangan dalam melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manjemen  ASN secara nasional
sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5
tahun 2014. Kantor Regional BKN (Kanreg BKN) adalah

instansi BKN di daerah yang mempunyai tugas
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menyelenggarakan sebagaian tugas dan fungsi BKN di bidang
pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN di wilayah
kerjanya. Kanreg BKN berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada kepala BKN.

Kanreg IV BKN menetapkan Program Penyelenggaraan
Manajemen Kepegawaian Negara sebagai program utama
(teknis) yang merupakan tugas utama BKN dalam mewujudkan
fungsi utama BKN didalam Undang-undang nomor 5 tahun
2014 tentang ASN yang diarahkan untuk mewujudkan visi dan
misi BKN tahun 2020-2024.

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan pentingnya peranan sumber daya
aparatur negara dalam pencapaian tujuan pembangunan
nasional seperti halnya dengan Kanreg IV BKN dalam hal
pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, maka
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan
mengembangkan sistem manajemen sumber daya aparatur
berbasis kompetensi yang didukung dengan sistem informasi
kepegawaian yang berbasis teknologi informatika (TIK) untuk
menciptakan sosok sumber daya manusia birokrasi di
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang profesional, bersih,
berkinerja, dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat.
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3.3.4 Telaahan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi
aparatur yang tersertifikasi dari sisi manajemen kediklatan
maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki
pengakuan dan atau akreditasi dari Instansi Pembina Diklat
(LAN-RI) untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan, Diklat Pim Tingkat III dan Diklat Pim Tingkat IV.
Dengan demikian, BPSDM Prov. Sulsel sebagai institusi
penyelengara diklat aparatur/PNS berhak memfasilitasi
penyelengara diklat terutama untuk Pemerintah Kab/Kota Se-
Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum
terakreditasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan
kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.
Sulawesi Selatan (BPSDM Prov. Sulawesi Selatan) selama lima
tahun Renstra (2018-2023) dirancang sebanyak tujuh buah
program. Sebuah program yang mengacu pada kesesuaian
antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan
obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan
prinsip pengembangan organisasi modern adalah Program

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.
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3.3.5 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aspek pengembangan kompetensi aparatur mendapat
peranan penting dalam program dan kegiatan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar. Melalui program
pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dapat
meningkatkan kompetensi, kualitas, profesionalitas,
kompetitif, = berkinerja @ dan mendukung terwujudnya
pemerintahan yang bersih sehingga mendukung terwujudnya
pelayanan yang baik kepada masyarakat guna tercapainya visi
dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar,
langkah-langkah strategis yang harus mendapat prioritas
yakni : (1) Rekruitmen pegawai harus transparan, obyektif
sesuai dengan kompetensi dan analisa kebutuhan sehingga
dapat mengatasi mismatch yang menjadi masalah utama saat
ini, (2) Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ahli di
bidangnya, bangga dengan tugasnya, mampu melaksanakan
pekerjaannya dengan baik dan punya komitmen, (3)
Pembenahan manajemen sistem informasi, akurasi data PNS di
bidang manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan para
stakeholders, (4) Peningkatan pelayanan tepat waktu dan
bebas Korupsi Kolusi dan Nepotismen (KKN), (5) Peningkatan

remunerasi/kesejahteraan agar PNS dapat hidup layak.
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3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Selayar nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten
adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam
mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan
peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek
perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan
sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim
serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan
keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah,
yang  diterjemahkan dalam  kebijakan dan = strategi
pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah
Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan
kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar
secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten
adalah :

a. Mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul
transportasi, industri, perdagangan dan konvensi,

b. Mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan
pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan

agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi
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unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai
penggerak ekonomi rakyat;

c. Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana
wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro,
maupun wisata belanja;

d. Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis
sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan
iklim  dunia, dengan  menciptakan  keseimbangan
pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan
kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan
udara, serta terpadu antara wilayah;

e. Meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan
ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten
dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk
pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung
wilayahnya;

f. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih
terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih
terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar
terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan
berkelanjutan;

g. Menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih
operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di
wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan
RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis

Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
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h. Menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang
yang akan merangsang partisipasi masyarakat;

i. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

j- Menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal
pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan,

perizinan dan penertiban.

3.4.1 Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup

Starategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
mengacu pada pendekatan tata cara yang sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pendekatan
dalam penyusunan KLHS RPJMD disusun sebelum
dirumuskannya RPJMD dengan fokus kajian pada pencapaian
target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang
mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum
dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJMD dapat
dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan
Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB.

Dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan
Selayar yang digunakan adalah pendekatan Ex-Ante, yang
mana KLHS disusun sebelum dokumen KRP dalam hal ini
dokumen RPJMD. Dokumen KLHS yang disusun sebelum KRP
akan menjadi bahan bagi dokumen RPJMD itu sendiri.
Dokumen KLHS tidak dimasukkan untuk mengkaji dampak
dari KRP, tetapi dokumen KLHS dimasukkan untuk
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mengarahkan bentuk KRP yang akan dibuat sesuai dengan
konteks kewilayahan yang dikaji. Fokus kajian pada dokumen
KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah pada
pencapaian target TPB yang dikaitkan dengan Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan. Sementara isu strategis yang
akan diangkat berasal dari isu strategis TPB.

KLHS RPJMD memuat kajian pembangunan
berkelanjutan serta perumusan skenario pembangunan
berkelanjutan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan
dilakukan melalui identifikasi dan analisis data kondisi umum
daerah, capaian indikator TPB yang relevan, serta pembagian
peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi
masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak
terkait lainnya; sedangkan perumusan skenario pembangunan
berkelanjutan disusun berdasarkan alternatif proyeksi untuk
pencapaian target dengan dan/atau tanpa upaya tambahan.

Penyusunan KLHS RPJMD memenuhi dua prinsip yang
tercantum dalam pasal 2 Peraturan Dalam Negeri tentang
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, yaitu:

1. Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka
mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan

2. KLHS RPJMD menjadi alat analisis dan pertimbangan
dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah
dalam RPJMD

Permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah salah
satunya dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian

indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian
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indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks
keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Tingkat Capaian
indikator TPB menggambarkan pencapaian 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Indikator TPB yang belum
mencapai target dianggap sebagai sebuah permasalahan.
Dimana permasalahan merupakan kesenjangan antara target
dan harapan. Selanjutnya akumulasi dari permasalahan
tersebut menjadi isu pembangunan berkelanjutan. Dalam
konteks TPB, bila indikator TPB tidak mencapai target maka
dengan sendirinya TPB itu menjadi isu pembangunan
berkelanjutan didaerah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, capaian Indikator TPB di
Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2019 hanya
berkisar 46%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan
pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar
belum tercapai dengan baik. Umumnya dari 17 TPB yang ada,
terdapat 3 TPB yang tingkat pencapaiannya masih dibawah
50%. Untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya
dibawah  50%  dijadikan sebagai isu pembangunan
berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian pada periode
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. isu
pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar
yang ditentukan dari TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah
50% terdiri dari :

a. Ruang terbuka hijau
b. Antisipasi perubahan iklim

c. Alih fungsi lahan
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Isu antisipasi perubahan iklim dan isu alih fungsi lahan
menjadi isu pembangunan berkelanjutan dikarenakan
umumnya indikator pada tujuan ini belum dilaksanakan di
Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara isu ruang terbuka
hijau menjadi isu pembangunan berkelanjutan dikarenakan
indikator pada tujuan ini belum mencapai target. Sementara
berdasarkan hasil survei diperoleh setidaknya 12 isu
lingkungan yang perlu mendapat perhatian dalam
perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar
ke depannya. Isu lingkungan tersebut antara lain
persampahan, air bersih dan sanitasi, pencemaran sungai,
penambangan, kerusakan DAS, alih fungsi lahan, kerusakan
hutan dan lahan, kekumuhan, limbah B3, Abrasi, Kerusakan
Pesisir dan Pantai serta Ilegal Fishing. Namun secara umum
persentase isu lingkungan tertinggi menurut publik adalah
persampahan yaitu 26,40% dan air bersih dan sanitasi yaitu
26,69%. Dua Isu lingkungan ini merupakan isu lingkungan
yang umum terjadi pada daerah perkotaan dan di Kabupaten
Kepulauan Selayar juga menjadi perlu untuk mendapatkan
perhatian

Isu yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
adalah Isu Peningkatan SDM yang meliputi :

1. Peningkatan SDM di Desa;

2. Masih kurangnya SDM sehingga masih perlu diadakan
pembinaan;

3. Masih kurang SDM yg terampil yang bisa memanfaatkan

segala sumber daya yang ada;
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4. Masih kurangnya SDM yang mumpuni di bidangnya; dan
5. Pelatihan keterampilan tupoksi perangkat desa dan
pelatihan - pelatihan lainnya.

Berdasarkan hasil konsultasi publik II  yang
dilaksanakan pada Kamis 26 November 2020 di Kabupaten
Selayar, disepakati 8 isu pembangunan berkelanjutan yaitu :
Pengentasan Kemiskinan;

Alih Fungsi Lahan;

Degradasi Lahan Pertanian;

Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air;
Belum Optimalnya Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi;
Tata Kelola Pemerintahan;

Belum Optimal Pengelolaan Persampahan; dan

i S ol

Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan

Berdasarkan pada hasil analisis ini maka isu
pembangunan  berkelanjutan  prioritas di = Kabupaten
Kepulauan Selayar dapat disimpulkan dalam beberapa hal
diantaranya :

a. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan;

o

Resiko Bencana;

Kemiskinan;

2 o

Pengelolaan Sumber Daya Air;

®

Pekerjaan Layak;

=

Infrastruktur; dan

g. Tata Kelola Pemerintahan.
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi
atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk
memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5
tahun.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan
sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan
yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat
dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas
prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara
moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan
agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan
diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada
mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya
merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh
diabaikan.

Selain itu isu strategis yang akan dihadapi oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
kedepannya adalah rasionalisasi tenaga kontrak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada
BAB XIII LARANGAN, pasal 96 ayat (1) PPK dilarang
mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk

mengisi jabatan ASN dan pada ayat (3) PPK dan pejabat lain
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yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk
mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pasal 99 ayat
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai
non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk
pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi
pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga
penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016
tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan
Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan
Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5
(Lima) tahun dan pada ayat (2) Pegawai Non-PNS dalam jangka
waktu paling lama S (Lima) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
ini.

Berdasarkan regulasi diatas masih di mungkinkan
pegawai non-PNS untuk mengabdi pada pemerintah sampai
dengan Tahun 2022. Dalam hal proses peralihan pegawai non-
PNS ke PPPK harus memenuhi persyaratan pengadaan PPPK
sesuai dengan pasal 6, 7 dan 8 dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Pengadaan calon PPPK  dilaksanakan  instansi
pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan

kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan
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persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Terkait
jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang
Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dengan memperhatikan  berbagai regulasi atau
perangkat aturan serta adanya perkembangan dan terjadinya
perubahan lingkungan strategis selama dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan lima tahun terakhir, maka di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026,
permasalahan dan isu-isu yang sangat mendasar untuk
dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk
mendukung agenda utama pembangunan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah :

”Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi,
budaya kerja dan karakter aparatur?”.

Isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor
kriteria penentuan isu strategis yang telah ditetapkan.
Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria
penentuan isu strategis dan nilai skala kriteria dapat dilihat

pada tabel 3.5.1.
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TABEL 3.5.1

SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU STRATEGIS

NO KRITERIA BOBOT
1. | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan
terhadap pencapaian sasaran pembangunan 20
nasional
2. | Merupakan tugas dan tanggung jawab 10
Pemerintah Daerah
3. | Dampak yang ditimbulkannya terhadap 20
daerah dan masyarakat
4. | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap 10
pembangunan daerah
5. | Kemungkinan atau kemudahannya untuk 15
ditangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
Dst... | Dst...
TOTAL 100
TABEL 3.5.2
NILAI SKALA KRITERIA
NILAI SKALA KRITERIA TOTAL
NO ISU STRATEGIS 1 3 3 2 5 5 SKOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Mengoptimalkan
kinerja
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
dibidang kepegawaian
dan pengembangan 20 | 10 | 10 | 5 8 5 58
sumber daya manusia
melalui peningkatan
kompetensi, budaya
kerja dan karakter
aparatur
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dihitung rata-rata  skor/bobot isu

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian

strategis

dengan

mengakumulasikan nilai isu strategis dibagi jumlah skor

kriteria penentuan isu strategis, yang dituangkan dalam tabel

3.5.3 sebagai berikut :

TABEL 3.5.3

RATA-RATA SKOR ISU STRATEGIS

NO ISU STRATEGIS TOTAL RATA-RATA
SKOR SKOR
1 2 3 4
1. Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan
urusan pemerintahan dibidang
kepegawaian dan pengembangan sumber
peg peng g 58 0,58
daya manusia melalui peningkatan
kompetensi, budaya kerja dan karakter
aparatur
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4.1.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu
strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Selayar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang
menjadi kewenangan daerah dalam mendukung kebijakan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai

Visi Pembangunan Daerah 2021-2026.

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten
Kepulauan Selayar dengan melaksanakan misi pembangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memecahkan permasalahan
yang dihadapi BKPSDM dan menangani isu strategis daerah yang
ada. Tujuan harus bersifat realistis dan harus dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang
diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok
misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan jangka
menengah Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
adalah Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan

Meningkatnya Profesionalitas ASN.
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b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu S (lima)
tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan,
dengan demikian sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih
dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021-2026 dengan Tujuan 1 adalah Meningkatnya
Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah.
Sedangkan sasaran untuk tujuan 2 yaitu Meningkatnya Kompetensi
dan Keahlian Pegawai di semua Jenjang Jabatan.

Merujuk pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan
dalam lima tahun ke depan (2021-2026), maka tujuan dan sasaran
Jangka  Menengah  Pelayanan Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan

Selayar sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan
daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, dapat dilihat
pada tabel 4.1.1 di bawah ini.
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Tabel 4.1.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKPSDM

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

INDIKATOR
NO. | T AN ASARAN
©.| TUJU SAS KINERJA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Meningk | 1.1 Meningkatnya | 1. Indeks
atkan kualitas pelayanan | kepuasan 85% | 88% | 90% | 93% | 96%
akuntabil | kepada masyarakat | layanan
itas
kinerja 2. Nilai SAKIP B B BB BB A
pemerint OPD (65) (70) (75) (79) (81)
ah
daerah 1.2 Meningkatnya 1. Perencanaan 13 14 15 15,8 | 16,2
Nilai SAKIP Kinerja
2. Pengukuran 13 14 15 15,8 | 16,2
Kinerja
3. Pelaporan 13 14 15 15,8 | 16,2
Kinerja
4. Evaluasi 13 14 15 15,8 | 16,2
Internal
S. Capaian 13 14 15 15,8 | 16,2
Kinerja
1.3 Meningkatnya 1.Laporan
Tertib administrasi | keuangan OPD Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai
pengelolaan sesuai SAP
keuangan dan
asset daerah
2. | Meningk | 1.1 Rasio pegawai 1. Jumlah yang
atkan pendidikan tinggi telah mengikuti
kualifika | dan pengembangan
si menengah/dasar SDM melalui 10 15 20 25 30
pendidik | (%) (tidak termasuk | peningkatan
an dan guru dan tenaga pendidikan
keahlian | kesehatan) lanjutan
Aparatur
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1.2 Rasio pegawai
fungsional (%)

1. Jumlah
pegawai yang

(tidak termasuk telah mengikuti 15 23 30 34
guru dan tenaga Uji Kompetensi
kesehatan)
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Tabel 4.1.2
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BKPSDM
INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN KE
TUJUAN SASARAN TUJUAN/
SASARAN 2022 2023 2024 2025 2026
2 4 S 6 7 8 9
Meningkatkan Indeks
Profesionalitas Profesionalitas 82 84 86 88 90
ASN ASN
Persentase 82 85 87 90 92
peningkatan
kinerja
Meningkatnya | pegawai
kinerja
Disiplin Persentase
Peningkatan 85 87 90 92 95
Disiplin
Pegawai
Meningkatnya | Persentase
Kompetensi Peningkatan 60 62 64 66 68
dan keahlian Pegawai dalam
pegawai pengembanga
disemua n Kompetensi
jenjang dan keahlian
jabatan
Mewujudkan Indeks
Reformasi Profesionalitas | 82,79 84 85 86 87
Birokrasi ASN
Perangkat
Daerah
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Nilai SAKIP

Perangkat CcC B B BB BB
Daerah
Meningkatnya
Kepercayaan Laporan Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai
Masyarakat Keuangan
terhadap sesuai
Pelayanan Standar
Perangkat Akuntansi
Daerah Pemerintahan
Indeks 75 78 80 82 85
Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan
perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah
mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.
Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi,
reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis
tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga
segala program yang mendukung dan menciptakan layanan
masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di
dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi,
sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Kepegawaian
dan Pegembangan Sumber Daya Manusia adalah strategi dan
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.
Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia harus selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal
RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah BKPSDM menjadi
dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome)
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BKPSDM.
Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-
2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.
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a. Strategis

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan
bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-
langkah yang Dberisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk
menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan
jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah
strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran
pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan,
dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efesiensi
pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :
1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara

lebih rasional;

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan

operasional;
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3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas
BKPSDM yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi
yang dipilih;

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang
menjadi tupoksi BKPSDM agar tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar kepentingan

umuiml.

Strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam lima tahun

mendatang dapat di lihat pada tabel 5.1 berikut :
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TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

1.1 Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada
masyarakat

1.2 Meningkatnya Nilai
SAKIP

1.3 Meningkatnya Tertib
administrasi pengelolaan
keuangan dan asset daerah

1. Meningkatkan
kapabilitas dan
keunggulan SDM
aparatur yang ditunjang
perangkat teknologi
informasi yang baik

2. Meningkatkan kualitas
perencanaan yang
beroreintasi hasil

3. Meningkatkan
pengelolaan keuangan
dan asset daerah
berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku

1. Peningkatan disiplin
dan kapasitas sumber
daya aparatur

2. Peningkatan sarana
dan prasaran aparatur
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2. Meningkatkan
kualifikasi pendidikan dan
keahlianAparatur

1. Rasio pegawai
pendidikan tinggi dan
menengah /dasar (%) (tidak
termasuk guru dan tenaga
kesehatan)

2. Rasio pegawai fungsional
(%) (tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

1. Meningkatkan kualitas
dan kapabilitas Aparatur

1. Penguatan Kerjasama
Pengembangan SDM
dengan Perguruan
Tinggi, Lembaga
Penyelenggara
Pengembangan SDM

dan Instansi Pembina

2. Peningkatan dan
pengembangan SDM
Aparatur Terintegrasi
(COORPORATE
UNIVERSITY)
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TABEL 5.1
PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Meningkatkan kualitas dan 1. Penguatan Kerjasama
Profesionalitas ASN Kompetensi dan kapabilitas Aparatur Pengembangan SDM dengan

Perguruan Tinggi, Lembaga
Penyelenggara Pengembangan
SDM dan Instansi Pembina

Keahlian Pegawai di
Semua Jenjang

Jabatan

2. I\/I_enir}gkatnyé . 2. Peningkatan dan
Kmerja'dan Disiplin pengembangan SDM Aparatur
Pegawai Terintegrasi (COORPORATE

UNIVERSITY)
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2. Mewujudkan
Reformasi
Birokrasi
Perangkat Daerah

1. Meningkatnya Nilai
SAKIP

2. Meningkatnya

Tertib Administrasi
Pengelolaan
Laporan Keuangan
Pemerintahan
Perangkat Daerah
sesuai SAP

3. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan
Kepada Masyarakat

1. Meningkatkan kualitas
perencanaan yang
berorientasi hasi

2. Meningkatkan pengelolaan

keuangan dan asset daerah
berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku

3. Meningkatkan

kapabilitas dan keunggulan
SDM aparatur yang
ditunjang perangkat
teknologi informasi yang baik

1. Peningkatan disiplin dan
kapasitas sumber daya aparatur

2. Peningkatan sarana dan
prasaran aparatur
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TABEL 5.1

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan
Profesionalitas ASN

Meningkatnya
Kompetensi dan
Keahlian Pegawai
di Semua Jenjang
Jabatan

Meningkatnya
Kinerja dan
Disiplin Pegawai

2. Meningkatkan kualitas dan
kapabilitas Aparatur

1. Penguatan Kerjasama
Pengembangan SDM dengan
Perguruan Tinggi, Lembaga
Penyelenggara Pengembangan
SDM dan Instansi Pembina

2. Peningkatan dan
pengembangan SDM Aparatur
Terintegrasi (COORPORATE
UNIVERSITY)
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2. Mewujudkan
Reformasi
Birokrasi
Perangkat Daerah

1. Meningkatnya
Kepercayaan
Masyarakat
terhadap Pelayanan
Perangkat Daerah.

1.

Meningkatkan kualitas
perencanaan yang
berorientasi hasi

Meningkatkan pengelolaan
keuangan dan asset daerah
berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku

Meningkatkan

kapabilitas dan keunggulan
SDM aparatur yang
ditunjang perangkat
teknologi informasi yang
baik

1. Peningkatan disiplin dan
kapasitas sumber daya
aparatur

2. Peningkatan sarana dan
prasaran aparatur
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah Bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan/kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima

tahun ke depan dengan sumber dana APBD, diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Kepegawaian Daerah;

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel 6.1

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
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TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
ADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANAGN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026

Bid U Indikator Tui s z Dal_a Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhit | Unit Kerja
idang Urusan Indikator Tujuan. Sasaran. | Capaian = = = = i Periode Renst
_ Pemerintahan, Program, Kinerja Program i Tahun-1(2022] Tahun-2 [2023) Tahun-3 [2024) Tahun—4 [2025) Tahun-5 [2026] eriode Renstra Perangkat )
Tujuan Sasaran _ - Daerah Lokasi
Kegiatan dan Sub [Dutcome) dan Kegiatan Tahun . . . . . . p
Kegiatan [Output) Awal Kinerja Kinerja (Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. 9“:“99““
o g Jawab
L femidkan, 1 Heningkaya | g UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 422 100% |7.675.060.000| 100% | 7.780.131571| 100% |7.974.868.265| 100% | B.166.185.355 | 100x | 8.361.030.537 | 100% | 8361030537 | EKPSOM | EENTENG
Perangkat Dasreh 5{ 03 KEPEGAWAIAN 83x% 100 |5.929.966.000 | 100% | 6.01.147.234 | 100% | 6.161.606.250 | 100 | 6.309.423.184 | 100 6.459.966.021 | 100 | 6.459.966.021 | BKPSOM | EENTEMG
2. Meningkatrya
Tertib Administrasi
Pengelalaan
Laparan Keungan
Pemerintahan
Perangkat Daerzh
Sesuai SAP
3 Meningkatnyakiua
litas Pelayanan
Kepada
Mazyarakat
Persentase Dokumen !
Eelencanaan, 4 Laporan Perencanaan,
5 (03 |o [2m enganggaran. can Penganggaran dan 1003 003 63.000.000 1003 67.000.000 1003 71.000.000 1003 73.000.000 100% 75.250.000 100 76.500.000 BKPSOM BENTENG
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja yang
Perangkat Daerah diselesaikan tepat waktu
Peryuszunan Dokumen Jurmlsh Dk I3
S |03 {01 (20101 |Perencanasn Perangkat P‘;T;gk;ga"::h SIENCANAAN | 3 Dokumen | ZDckumen | 25000000 | 3Dckumen | 25000000 | 20ckumen | 26.000.000 | 3Dokumen 26.000.000 2Diokumen 26.000.000 12 Dokumen 26.500.000 EKPSOM BENTEWG
Daersh
Koordinsi dan P Jumlzh Dokumen FKA-SKPD
5 |03 |01 |z01|0z | D |danLaparanHasiKoardingsi | 2 Dokumen | 2D0ckumen 4000000 | 2Dckumen | 5000000 | 2Dockumen | 5000000 | 2Dokumen 5.000.000 2 Dakumen £.000.000 10 Dokumen £.000.000 BrPSOM BENTEMG
CRUMET Penyusunan Dokumen RKA-
Jumlzh Ockomen Perubahan
Koordinasidan Peryusunan [RRA-SKPO danLaporan Hasil
5 |03 |0 [201|03 |Dokumen Perubahan Koardinas Penyusunan 2 Dakumen | 2Ockumen 5000000 | 2Dckumen |  5.000000 | 2Dckumen | 5500000 | 2Dokumen £.000.000 2 Dakumen £.000.000 10 Dokumen £.000.000 EKPSOM EENTENG
REASKPD Dokumen Perubahan BRA-
=l
Jumlzh Dokumen OPA-SKPO
s |03 |01 [zot|o4 E;f{_d's?;bda” Penyusunan g:”n;:;‘ﬂzg E:E&f&'g‘;iﬁ' 2 Dokumen | 2 Dokumen 4000000 | 2Dckumen | 5000000 | ZDokumen | 6000000 | 2Dokumen £.000.000 2 Dkumen 7.000.000 10 Dokumen 7.000.000 BrPSOM EENTEMG
SHFO
Jumlzh Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan OPA-5KPO dan Laporan Hasil
S (03 |01 |201{0% |Dokumen Perubahan Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen | 2 Dokumen 4.000.000 & Dokumen 5.000.000 2 Dokumen 5.500.000 & Dokumen £.000.000 2 Dokumen E.250.000 10 Dokumen 7.000.000 ExPSOM BEMTENG
ORASKPD Dokumen Perubahan OFf-
SKPN
Jumlzh Laparan Capaian Kinerja
_— dan lkhtizar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan PO danL Hasil
5 |03 |01 [201|08 |Laparan Capaian Kiners dan San Laparan fias ZLaporan | 2Laporan £.000.000 2Laporan 7.000.000 2Laporan 5.000.000 2Laporan 5.000.000 2Laparan .000.000 0Laperan 000,000 BKPSOM BENTENG
3 e Koardinasi Penyusunan
Ikktiz a1 Realisasi Kinerja SKPO y
Laporan Capaian Kinerja dan
lhtiz ar Realisazi Kinerja SKPO
5 |03 |m |zo1|o7 |EvauasiKineiaPersngkat | JumlshLaporan EvaluasiKineria) 4 o g aooran | 5000000 | fLsperan | 5000000 | ilspersn | 5000000 | 1Laporan 16,000,000 TLaparan 16,000,000 S Laporan 16,000,000 BKPSOM |  EENTENG
Dizersh Perangkat Daerah

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

90



Data

Bidana U Indikator Tui 5 o Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
idang Urusan Indikator Tujuan, Sasaran. [ Capaian = = = 5 — Periode R
. Pemerintahan, Program, Kinerja Program Pada Tahun-1(2022) Tahun-2 (2023) Tahun-3 (2024) Tahun-1 [2025) Tahun-5 [2026) EnOCEen St Perangkat i
Tujuan Sasaran Kegi . Daerah Lokasi
egiatan dan Sub [Dutcome) dan Kegiatan Tahun
Kegiatan [Dutput) Bwal Kinerja Kinerja |Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Penanggun
Parancan g Jawab
Persentase
Ao - L L an
03 |01 |24 P 3 = o oran 803 100z 3.923.9711.157 100%  (3.925.000.000 1003 4.028.446.144 | 100 4.129.750.000 10032 4.231.500.000 1003 4.232.500.000 | BKPSOM BEMTENG
erangkat Daerah pengelolaan Keuangan
‘Yang tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 42 42 43 43 43 45 45
03 101 |2 0z/0 Turjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Orang!Bulan | Orang/Bulan 3700.000.000 (OrangiBulan 3700.000.000 Orang/Bulan 5800.000.000 Orang!Bulan 3.300.000.000 Orang!Bulan 4.000.000.000 Orang/Bulan 4.000.000.000 BKPSONM BENTENG
Perwedisan Administ asi Jumlah Dakumen Hasil
03 [0 |202|01 |Gy e s Penyediaan Administrasi 12 Dokumen | 120okumen | 71371057 | 120ckumen | 172000000 | 120ckumen | 173448044 | 120ckumen| 174000000 | 12Dckumen |  174.000.000 | 50Dckumen|  174.000.000 BKPSOM |  BENTENG
Pelaksanaan Tugas AN
Pelaksanaan Tugas ASH
Jumlzh Dakumen
Pelaksanaan Penatausahaan Penataus shaznd
03 |01 20203 |danPengujan!Verfikasi P e - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG
'enguijiantVierifkasiKeuangan
Kewangan SKPO
SKFD
Koordinasi dan Pelak Jumlzh Dokumen Koardinasi
03 |01 |202|04 | e |dan Pelaksanaandkuntansi | 12Dokumen | 12Dckumen | 25000000 | f20ckumen| 28000000 | 12Dckumen| 27000000 |f2Dckumen| 27000000 | f2Dckumen | 28000000 | 500ckumen|  26.000.000 BKPSOM | BENTENG
SKPD
Jumlzh Laporan Keuangan
Koordinasi dan Peryusunan | Akhir Tahun SKPD dan Laporan
03 |01 |202{05 [Laparan Keuangan Akkic Hazil K.sardinasi Penyusunan 1Laporan | 1Laporan 5.000.000 1Laparan 5.000.000 1Laparan 5,500,000 1Laparan 5,750,000 1Laparan E.500.000 SLaparan £.500.000 EkFPSOM BENTENG
Tahun SKPD Laparan Kewangan Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan Penyizpan | Jumlah Dokumen Bahan
03 |01 |202|{068 |Bahan Tanggapan Tanggapan Pemeriksaan dan - - 0 - 0 - i] - ] - 1] - 1] BKPSOM BENTENG
Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Peryusunan Pelaporan dan | Jumlah Dokumen Pelaparan dan
03 |01 |2.02(08 |Anslisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi 12 Dokumen | 12 Dokumen 21.000.000 12 Dckumen 22,000,000 12 Dckumen 22.500.000 12 Dokumen 23.000.000 12 Dokumen 23.000.000 60 Dokumen 24.000.000 EKPSOM BENTENG
Anggaran Anggaran
Persentase
Administrasi Barang Milik |Dokumen!Laporan
03|01 |22 Daerah pada Perangkat  |Pengelolaan Barang Milik 1003 1003 16.000.000 100 16.000.000 100 16.000.000 10022 16.000.000 10022 16.000.000 100 18.000.000 BKPSOM BENTENG
Daerah Daerah yang diselesaikan
tanat makin
Penyusunan Perencanaan Jumlah B Kebutuh
03 |01 {20301 [Kebutuhan Barang Milk Dasrsh B“”“" Mj!?jj"‘”a ES"‘(;D“ - - 0 - 0 - i - i - i - i EKPSOM | BENTENG
SKFD arang Milik Daeral
Rekansiliasi dan Peryusunan | Jumlah Laporan Rekansiliasi
03 |01 |203|05 |Laporan Barang Milk Dasrah | dan Penyusunan Laporan - - 0 - 0 - 0 - 1] - il - 1] BKP3OM BENTENG
pada SKPD Barang Miik Daerah pada SKPD
Penatauzahazn Barang Milik dulzh Laporan
03 |01 |2.03|06 9 Penatausahaan Barang Milik 1Laporan | 1Laporan 16.000.000 1Laporan 16.000.000 1Laporan 16.000.000 1Laporan 16.000.000 1Laporan 16.000.000 SLaparan 18.000.000 BKPSOM BENTENG
Daerah pada SKFD [lagrab mads SEED
Administrasi Kepegaw aian e G g
03 |01 |25 Perangkat [Iaelzhg memiliki predikat kinerja 1003 1003 67.807.000 100 68.000.000 100 70.250.000 10022 T2.250.000 10022 72.250.000 100 72.250.000 BKRPSOM BEMNTENG
sangat baik
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlsh Paket PakaianD
03 |01 | 20502 |beserta Auibue B btk ee | d2Paker | TBPaker | 25000000 | TBPsket | 25000000 | TBPsker | 27250000 | T8Pske 28.250.000 76 Paket 26.250.000 76 Paket 28.250.000 BKPSOM |  BENTENG
Kelergkapannys esarta Atribut Kelengkapan
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Data

Bidang U Indikator Tu 5 o Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
idang Urusan Indikator Tujuan, Sazaran, | Capaian = = = - ~ Periode Renst
e S Pemerintahan, Program, Kinerja Program Pada Tahun-1[2022) Tahun-2 [2023] Tahun-3 (2024]) Tahun-4 [2025] Tahun-5 [2026] eriode Renstra PElaae:g:al Lokasi
L Kegiatan dan Sub [Outcome] dan Kegiatan | Tahun p
Kegiatan [Output) Bwal Kinerja Kineria |Rp. Kinerja Rp. Kineria  |Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. E“‘Ianggl':“
Perennan g Jawal
Pendatasn dan Pengolshan Jumlzh Dokumen Pendataan
03 |01 |2.05(03 Administrasik 90 dan Pengalahan Administrasi 10ckumen | 1D0okumen Z7.807.000 10ckumen 28.000.000 10akumen 28.000.000 1Dakumen 28.000.000 1D0okumen 25.000.000 5 Dakumen 26.000.000 BRKPSOM BENTENG
ministrasi Kepegaw aian Kepegansian
Koordinasi dan Pelak Jumlah Dokumen Hasil
03 |01 |205| 04 | e |Koordiasi dan Pelsksanazan - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 EKPSOM |  BENTENG
tEmInoMmAsREPEGANAIAN | Gioyem Infoimasi Kepegawzian
Manitring, Evaluzsi, dan Jumlah Dokumen Manitaring,
03 |01 |2.05/05 Penilaiangkineriape‘gawai Evaluasi, dan PeniaianKinera | 4 Dokumen | 4 Dolumen 15.000.000 4 Dakumen 15.000.000 4 Ookumen 15.000.000 4 Dokumen 16.000.000 4 Dokumen 16.000.000 20Dekumen 16.000.000 EKPSOM BENTENG
Pegavai
. Jumlah Laparan Hasil
Pemulangan Pegawaiyang Pemul P }
03 |0 |2.05(07 |Meringgal dalam Smulangan Tegan sl yang - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG
Melakeznakan Tugas Meninggal dalam Melaksanakan
Tugas
Pendidikan dan Pelatihan dumlzh Pegan i ﬁerdasarkan
03 |01 |205(03 |PegausiBerdesakanTugas ~|(19% 220 unlsang - - i - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 EKPSOM |  BENTENG
danFungsi ngikuti Pendidkan dan
Pelatihan
Bimbingan Teknis Implementasi égmkljahﬂra?gkyan‘g MlengikL:t\ .
03 |01 (205|M |Peraturan Perundzng- P | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  EENTENS
dangan eraturan Heruns ang-
un Undangan
03| 01|z05) |Administiasi Umum [Perpeter (e e 1003 100 | 482.665.000 | 1003 | 464.000.000 | 1003 | 465.000.000 | 1003 471.113.094 100 473.536.300 100% 469.266.300 | BKPSOM | BENTEWG
Perangkat Daerah Administrasi Umum Kantor
Jumlah Paket Kompanen
Peryediaan Kompanen InstalzsiListik/P
03 |01 |206(01 |InsialasiListrliPenerangsn | 2512 35 EFHE neranaan Paket | 1Paket 20.000.000 1Pakat 20,000.000 1Paket 20000000 | 1Paker 20,000.000 1Pakat 20.000.000 SPaket 12.750.000 BKPSOM |  BENTENG
EBiangunan Kantar angunan fantar yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan d Jumlah Paket Peralatan dan
03 |01 |2.08{02 P:ngig‘k";“anjé:;;” M| Perlengkapan Kantoryang SPaket | SPaket 17.930.000 5Paket 1,000,000 5Paket 19,000,000 5 Paket 20,000,000 5 Paket 20,000,000 25 Paket 20000000 BKPSOM | BENTENG
Disedizkan
Peryediaan Peralatan Rumah | Jumlah Paket Peralatan Rumah
03 |01 |2.06|03 o £ Paket B Paket 3.565.000 B Paket 10.000.000 £ Paket 10,000,000 E Paket 10.000.000 E Paket 1.000.000 30 Paket 12.000.000 BRKPSOM BENTENG
Tangga Tanggayang Disediakan
Penyediaan Barang Cetskan Jumlah Paket Barang Cetakan
03 |01 |2.06{05 danslgenggandaang danPenggandaanyang 3Paket 3 Pakat 20,000,000 3 Paket 20,000,000 3Paket 20.000.000 3 Paket 20,000,000 3 Paket 20.000.000 15 Paket 21.000.000 BKPSOM BENTENG
Disediakan
Peryediaan Bahan Bacaan é’umIaFDdEkur;en Bahan
03 |01 20606 |danPeraturan Perundang- a032n dan Feraturan 4 Oakumen | S0ckumen | 720000 | SOokumen | 15000000 | SOckumen | 15000000 | SDokumen 15.000.000 5 akumen 15.000.000 25 Dckumen 15,000,000 EKPSOM EENTENG
undangan ’E?luzd:ang-Undanganyang
03 |01 |206|07 |Perysdissn BshanMasrisl :;:;agf:;:g:hanma@”a' 3Psker | Pskst | CSO0DO00 | IPsker | ZS000000 | 3Psks | ZS000000 | IPskst | 25000000 3Paket EODDO00 | EPske | 2700000 | EKPSOM | EENTEMG
03 |01 |208/08 |FasltasiKurjunganTamy ~ [{imiahLaporan Fasitasi - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM | BENTENS
unjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat JumlahLaporan
03 (01 |206/09 |Keordinasidan Konsulasi Peryelenggaraan Rapat 12 Laporan | 12Laparan 319,000,000 12 Laparan 300,000,000 | 12 Laporan 300,000,000 | 12Laparan 304,113,094 12 Laparan 304,736,300 B0 Laporan 304,736,300 EKPSOM BENTENG
SKPD Koordinasi dan Konsulazi SKPD
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Data

Bidand U Indikator Tui 5 et Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
idang Urusan ndikator |upuan, Jasaran, apalan i
T 5 Pemerintahan, Program, Kinerja Progiam Pada Tahun-1({2022] Tahun-2 [2023) Tahun-3 [2024) Tahun-4 [2025] Tahun-5 (2026] Periode Renstra PE’“Q:‘:‘ lefimct
ujuan asaran Kegiatan dan Sub [Outcome] dan Kegiatan Tahun P asral oxas!
Kegiatan (Dutpur) Awal Kinerja Kinerja |Rp. Kineria  (Rp. Kineria  |Rp. Kinerja Rp. Kinerja  (Rp. e“jnggl':“
Perancan g-awa
[ Jumlah Dokumen
03 |0 |80 E:Q:‘Sa:;%haa“"”"’”'”am's Penatausshazr ArsipDinamis | 10ckumen | 10ckumen | 6000000 | 1Dckumen |  1.000000 | 10ckumen | 16.000000 | 1Dokumen |  18.000.000 1Dakumen 16,800,000 5 Dakumen 16.800.000 BKPSOM | BENTENG
pada SKPD
Dukungan Pelzksanaan Sistem éurlnlihﬂokurge.ntﬂukungan
03 |0 |208[1 |Pemerintahan Berbasis P“ ‘.a”aha” é‘ 1”“ 12 Dokumen | 12Dckumen | 40.000000  |12Dckumen| 40.000000 | 120ckumen| 40.000.000 |LDokumen| 40000000 | 120ckumen | 40000000  |60Dckumen|  40.000.000 BKPSOM |  EENTENG
Elekiranik padaSKFD Emerintaan Hern asiz
Elektranik pada SKPO
Pengadaan Barang Milik P tase ketersedi
03 |l |2+7| |Daetah Penunjang Urusan Be'“" asé ketersediaan | jpnz 1003 32.450.000 1003 91.135.627 00 | 100.000.000 | 100 100.000.000 1003 100.000.000 1003 100.000.000 | BKPSOM | EENTENG
Pemerintah Daerah arang Milik daerah (BMD]
Jumlah Unit Kendaraan
PengadaanKendaraan ) Oi
03 |01 |207|01 |Perorangan Dinas atau Srorangan Linas ata - - i - 0 - 0 - 0 - 1 - i BKPSOM | BENTENG
Kend Tinas dabat Kendaraan Oinas Jabatan yang
£ndaraan Linas Jabatan Disediakan
PengadasnKendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas
03 |01 20m0e (o g=c Lataul DOperasional atau Lapangan 26 urit - i 2unit 50,000,000 2unit 55.000.000 Zunit 55.000.000 it 55.000.000 Junit 55.000.000 BKPSOM BENTENG
perasional atauLapangan yangDisediakan
03 |01 |207|05 |PengadasnMebel éjsr:'ji:f:nkame"e"‘ang Paket | IPakst | 2450000 | IPsket | 4UBSEZ | 3Psker | 45000000 | SPake | 45000000 3Paket 45000000 | Paket | 45000000 | BKPSOM | BENTENG
03 |01 |207|05 |Pengadasn Ascttak benuped |2umahUnitAset TakBenvud | - i - 0 - 0 - 0 - 0 - i EKFSOM | EENTENG
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Persentase Pemenuhan
03 |01 [2+¢ |Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 100 92.915.000 00 | 113000000 | 100 | 115.000.000 | 1003 119.650.000 100 123.465.000 100 123.465.000 | EKPSOM | EENTENG
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
03 |01 |zo8|m 59“9“‘“”3555“’3‘ dumlshLsporsn Peryedizan | 4 | gl ion | 27000000 | Ileporan | 27000000 | TLeperan | 27000000 | 1Lsporan 28,350,000 1Laparan 28,500,000 5 Laporan 26,500,000 BKPSOM | EENTENG
lenyirat Jaza Surat Menyurat
Perwedizan Jasa Komunikasi Al Laporan Penyediazn
03 |01 |208|02 5 i Diaus At o Listre JazaKomunikasi, Sumber Daya | 12Laporan | 12 Laporan £5.915.000 12 Laporan £6.000.000 12 Laporan §6.000.000 | 12Laporan £3.300.000 12 Laparan T2.765.000 60 Laparan T2.765.000 BRPEOM BENTENG
Umber Uaya Al dan Listl Hir dan Listrik yang Disediakan
JumlahLaparan Penyediaan
03 |01 |208|3 |Pervedizan dasa perlatan dan) Jasa Peraltan dan Zlaporan | - 0 Tlaporan | 20000000 | Zlapren | ZZ00DD0D | Zlaperan |  ZZOUDDOD | Zlaworan | 22200000 | Blapersn | 22200000 | EKPSDM | EENTENG
perlengkapan kantar Perlengkapan Kantor vang
Disediakan
Penediaan iasapelavanan Jumlah Laparan Penyediaan
03 |m |208|04 “k t 553 petzy JasaPelayanan Umum Kantor - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG
i kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang
08|10 pos|  [PLEEEEb ey [Hernters i ik 0% | 100x | 109.83.000 | 100x | T0.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 113300000 | 100% | 124630.000 | 100% | 24.630.000 | EKPSIM | EENTENG
Uruzan Pemerintahan Keadaan Baik
Daerah
;s;ﬁﬂ::anaiag?aya Jumlah Kendaraan Perarangan
03 |01 20801 |Pemeliarsan, dan Pk ?;Tjaa‘t:;‘j;ﬁ;”n‘f:;ﬁ;a”[g'g:; - - i - 0 - 0 - 0 - 0 - i BKPSOM |  BENTENG
K?nd:rann Peoranpgan P":af dibayarkan Pajaknya




Data

Bidana U Indikator Tui 5 : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
M [P R, SEEEL ':;P:'a“ Tahun-1[2022] Tahun-2[2023] Tahun-3 [2024] Tahun-4(2025) Tahun-5 [2026] Periode Renstra Perangkat
Tujuan Sasaran Kegiatan d’an Szh ’ [Uutcomell dan ?(Egiatan T:In_:-. Daerah Lokasi
Kegiatan (Output) Awal Kinerja Kinerja |Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Penanggun
o e ] Perenran L b g Javab
enyediaan Jaza 0
I i
03 |01 |209(0Z |Pemelibaraan, Pajak, dan yapngDipeliharadangibagyarkan 26 Unit 26 Uit 33.680.000 26 Unit £0.000.000 26 Unit 60.000.000 26 Uit 61.800.000 27 Unit £7.380.000 27 Uniit 67,960,000 BKPSOM BEWTENG
Perizinan Kendaraan Dinas N
3 Pajak dan Perizinannya
Orarasinnal ataiil snannan
o o |z08log Penjelih:araanperalatandan JumlahPera\algnd.anMesin _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
Mesinlainnya Lainnya yang Dipelhara
0 |0 |z03|0p [Pemelharaan Asettak nglah.‘\setTakBerwuiudyang _ _ o _ 0 _ o _ o _ 0 _ o EKPSOM BENTENG
Bervujud Dipelhara
PemelharaaniRehabilitasi Jumlah Gedung Kantar dan
03 |01 |2.08{03 | Gedung K antor dan Bangunan |Bangunan Leinnya yang 1Unit TUnit 43,931,000 TUnit 50.000.000 TUnit 50.000.000 TUnit 51,500,000 TUnit 56,650,000 Uit 56.630.000 BKPSOM BEMTENG
Lainnya DipelharaiDirehabilitasi
PemelharaanPehabilitasi Jumlah Sarana danPrasarana
Satanadan Prasarana Pendukung Gedung Kantar
03 |0 2031 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 EKPSOM BEWTENG
Pendukung Gedung Kanter | atau Bangunan Lainnya yang
dan Bnagunan Lainnys Dipeliharallirshabilitasi
2 Meringkatkan |1 Meringkatnys PROGRAM Persentase Pemenuhan
Prafesionalitas Kompetenisi dan 03 |02 ASN diLingkungan 87,12 89,21 | 1.141.326.843 | 90,40x | 1.156.951.607 | 92,60 | 1.185.910.106 | 93.803 1.214.360.090 94,003 1.243.334.721 94,00 1.243.334.721 BKPSOM BEMTENG
ASH KeahlianPegawai KEPEGAWAIAN DAERAH Pemerintah Daerah
di Semua Jenjang
Jab i
soen E:::ien"e‘fi':%':;‘ga“' 9972 | 100z 1002 1002 10022 1002 1002
Pengadaan, Persentase Pengadaan,
1} harh i [n} L arh
03 |02 |2m H ' dan_ - dan_ T6% 1003 355.000.000 1003 305.000.000 1003 322 961.887 1003 333.912.674 1003 346682 674 10032 346.682 674 BKPSOM BEWTENG
Informasi Kepegawaian  |Informasi Kepegav aian
SN ASN
2 MeningkatryaKin P A Jumlah Dokumen Hazi
er|adan.D|s|p||n KeEthAsl:manJ E!“Cda”: 1sh Penyusunan Fencana
Pegavai 03 |02 200 | o ey |K@autuhan, Jenisdandumlah | 1Dckumen | 1Dokumen | 30000000 | 10okumen | 30000000 | 1Dokumen | 31500000 | 1Dckumen | 31500000 | 10okumen | 31500000 | SDokumen | 31500.000 BKPSOM |  BENTENG
Paenag:dn:al;isl\fa N3N sbatanunk Pelaksanaan
Pengadaan A5H
K oordinasi dan F asiitasi Jumlah Dokumen Kegiatan
03| 02|20 g3 |poanancantases Koordinasi dan Fasiiasi SOckumen | SOckumen | 15000000 | SOckumen | 15000000 | SOckumen | 8631887 |SOokumen | 16542674 | SOckumen |  B5d2674 | 25Dokumen| 1554267 EKPSOM |  BENTENG
Pengadaan PH3danPRRK.\p - dacr PIS dars PPRK
03| 02| 2,01 04 | EvaluesiPengadaanAlidan | umlzhLaporanasiBualuaet | ) o 0| qlao0an | 00000000 | flaporan | 00000000 | Tlsporsn | TO00000 | Laporan | 0000000 | flsperan | BOOOD0D | Slaperan | TOOD0ODD | EKPSOM | BENTENG
Pengadaan ASH Pengadaan ASN
KoordinasiPelak Jumlah Dokumen Hasil kegiatan
03 (02 |201|0 (ROVENEETESEAEAN i kgordinasi Pelzkeznazn 30ckumen | 30ckumen | 45000000 | 30ckumen |  4S.000000 | 30ckumen | 46300000 | 3Ockumen | 46300000 | 3Ockumen | 46300000 | Dckumen| 46300000 | EKPSOM |  BENTEMG
Administrasi Pemberhentian P .
Administrasi Pemberhentian
03 |02 |201(08 |Fasiasi Lembaga Profesi ASH j:;‘éagf';ﬂ}fsigap'°fes”‘5N Tembaga | lembzga | 45000000 | Tlembags | 45000000 | flembaga | 4B220000 | lembaga| 46320000 | flembaga | 4B000000 | Tlembaga | 42000000 | EKPSOM | BEWTENG
P Iolaan Sistem f . | Jumlah Dokumen Hasil
03 (02 {20110 K::g;:w?l; IEHEMINEMEE ) Pengelolaan Sistem informasi | 4 Ookumen | ¢ Dokumen | 50.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG
Kepegawaian
03 |02 |zo1|n |PengebleanDats dumlehDokumenFssl | yn men | 4 Dokumen | 45000000 | 40okumen | 45000000 | dDokumen | 4R000000 |4 Dokumen| 47000000 | 4 Dokumen | 47000000 | 200ckumen| 47000000 | EKPSDM | EENTENG
Kepegawaian Pengelalaan Data Kepegawaian|
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Data

Bidang U Indikator Tuiuan. S Cant Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kendisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
idang Urusan ndikator Tujuan, Sasaran, | Capaian — 5 = - 7 Periode B
. e e, Phoee, e e Pada Tahun-112022] Tahun-2 [2023) Tahun-3 [2024) Tahun-4 [2025) Tahun-5 [2026) eriode Renstra Perangkat )
Tujuan Sasaran N X Daerah Lokasi
Kegiatan dan Sub [Dutcome] dan Kegiatan | Tahun
Kegiatan (Output) Aval Kinerja Kinerja |Rp. Kinerja Rp. Kineria  |Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Penanggun
g Javab
Parancan
Euahuzsi Data, Informasidan dumlzh Laparan Hasl Evaluasi
5O(03 (02 (2012 |2 - - | Data, Informasi dan Sistem 1Laporan | 1Laporan 25.000.000 1Laporan 25.000.000 1Laporan 26.250.000 1Laporan 26.250.000 1Laporan 27.340.000 SLaporan 27.340.000 BKPSOM BENTENG
Sistem Infarmasi Kepegaw aizn : -
Infarm.asi K. epegaw aian
5 (03]02 [202|  |Mutasi dan Promosi ASN | Persentase mutasi dan B1% 100 | 330.000.000 | 100% | 330.000.000 | 100y | 280.000.000 | 100 | 282.250.000 | 00v | 285.000.000 | 00x | 285.000.000 | BKPSOM | BENTEWG
promosi ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi Jabatan
5 (03 |02 (202|071 |Pengelolaan Mutasi ASH Fimpinan Tinggi, Jabatan S0ckumen | 50ckumen | 100.000.000 | SD0ckumen | 100.000.000 | SDckumen | 105.000.000 | 5Dokumen 105,000,000 S Dokumen 05,000,000 |25 Dokwmen|  105.000.000 BkPSOM BENTENG
Administrasi, Jabatan Pelaksana)
dan Mutasi 45N antar Daersh
5 |03 |02 [202]ng |FengellanKensican Pangat Jumieh Pengelosankenaican | 800 0 mageng | g | | mamoow | % | mooonom  [To0Dckumen| momonom | 0 | pomooom | BKPSOM | BEWTENG
i Pangkat &SN Ookumen | Dokumen Ookumen Dokumen Ookumen Dokumen
5 | 03 | 02 |2.02| 03 | Pengelolaan Promosi A5 JP::E;EI;EEET::;TLSN 2Dckumen | 2Dokumen | 100.000.000 | 20ckumen | 100000000 | 20ckumen | 45000000 | 2Dckumen | 47250000 | 2Dckumen | 50000000 | 00ckumen|  50.000.000 BKPSOM |  BENTENG
Pengembanaan Persentase
5 (03|02 |z Kom?:etensi?\SN Pengembangan T 100z 281.000.000 10022 346.000.000 100 397.000.000 | 100 407.116.786 100 415.152.047 1003 415.152.047 EKPSOM BENTENG
K i
5 |13 |12 |20sjor |enakaranKapasts e JK‘;”;!:;t:fn"jf”QME”i”gkat B00Crng | B00Creng | Z1000000 | 600Chang | 20000000 | 600Chang | Z0SO00C0 | G20Ckeng |  ZZTE7E6 | S00wng | 2352047 | 3640Cnrg| 23052047 | EKPSOM | EENTENG
5103 |12 |203(02 |Pengellaan Assesmmt e\ or cokATenPengeblaan | gy | 0 Ddkumen | G5000000 | 10ckumen | BR000000 | 10ckumen | 70000000 | 10ckumen | 72000000 | dDckumen| 72000000 | EKPSOM | BENTEMG
5| 03| 0z|z08| o TengelaanPendidkan | humlzh ASHyanaMendepaban| ye | igang | 10000000 | WiOeng | MOOOLOOD | Wvang | WSO00000 | DCrang | MOLOODOOD | MOrang | MO0D0OD0 | SOChang | MOOODON) | EKPSOM | EEWTEMG
Lanjutan ASN Pendidikan Lanjutan
Foordinasi dan Kerjasama dumlzh Dokumen Hsl
5|03 (02 |203(05 Pelsk il tl Koordingsi dan Kera Sama nla 10ckumen | 150000000 | 1Dckumen | 150000.000 | 1Dokumen | 7500000 | 10ckumen |  160.000.000 10ckumen 160,000,000 5 Dokumen 160.000.000 BKPSOM BEMTENG
Elaxsanaan Lk Pelaksanaan Diklat
. Jumlzh 45 yang Mendapatkan
5 103 02 |203jop || SesSetlanlabatn | FosliasSeibasi | oang - 0 . 0 . 0 . i . i . 0 BKPSIM |  BENTENG
Jabatan
Foordinasi dan Kerjasama Jumlzh Dokumen Hasi
9| 03| 02 |2.03) 09 | Pelaksanaan Diklat Jabatan | Koordingsi dan Kerja Sama nla 20ckumen | 10000000 | 20ckumen | W0.000.000 | ZDckumen |  45.000000 | 2Dakumen 45,000,000 2 Dkumen 50,000,000 10 Dokumen 50,000,000 EKPSOM BENTENG
Fungsional Pelaksanaan Diklat Jabatan
. Jumlah Dokumen Hasil
Sinsializazi dan Peryebaran Sosidiasi dan Penusb
5 (03 (02 |205{12 {Informasi Jabatan Fungsional | 2 Can FeryEDaran rla - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG
Informasi Jabatan Fungsional
ASH
AN
Fasiliasi Pengembangan Kari dumlzh A53H Jabatan Fungsional
03 |02 (2034 < b yang Mendapatkan Layanan nla - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM BENTENG
dalam Jabatan Fungsional -
Pengembangan Karir
FusluasiPengembanaan dumlzh Dakumen Hazl Evaluasi
5 (03 |02 |203(8 gemang Pengembangan Jabatan Laparan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 BkPSOM BENTENG
Jabatan Fungsional Fungsional
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Bidang U Indikator Tui 5 [:Dat_a Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kendisi Kinerja Pada &khir | Unit Kerja
idang Urusan Indikator Tujuan, Sasaran, | Capaian — = = — ] Periode R
) Pemerintahan, Program, i ege Pada Tahun-1(2022) Tahun-2 [2023) Tahun-3 {2024) Tahun-4 [2025) Tahun-5 [2026) erode hienstra Perangkat .
Tujuan Sasaran 3 X Daerah Lokasi
Kegiatan dan Sub [Dutcome) dan Kegiatan | Tahun L. o o . o P
Kegiatan {Output) Aval Kinerja Kinerja |Rp. Rp. Kinetjia  |Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. en‘]anggun
o g Jawab
03 Perilaian dan Fualuasi  |Persentase perdlaiandan | co. | g0, | 75325843 | 100% | 175.951607 15548219 | 100 | 191080.630 | 100% | 196500.000 | 100x | 136.500.000 | BKPSDM | BEMTENG
Kinerja Aparatur evaluasi kinerja aparatur
Pelaksanan Peniaian dan dumizh Dokoumen Hasi
03 o Pelaksanzan Perilaian dan 130ckumen | 130ckumen | 19.326.843 | 130ckumen |  19.951607 213821 | 13Dokumen 22415630 13 Dakumen 23,000,000 65 Dokumen 23.000.000 EKP3SOM BENTENG
EualuasiKinerja Aparatur N
EvaluasiKinerja Aparatur
i PengelolsanPembetan  — \umleshASMyangDberiban | o 1 5 anponoon | Basng | 40000000 ZE000 | Toang | GAOONON0 | Boeng | TO00000 | Shosng | GTOODOOD | BKPSOM | EENTEMG
Penghargaan BiagiPegavai  |Penghargaan
. dumlzh Dokumen Hasil Evaluasi
EvaluasiPelakzanzan Pelak Pemberi
03 Pemberian Penghargaandan |15 oo o roenen 2Dokumen | 20okumen | G6.000.000 | 2Dckumen | 66.000.000 69300000 | 2Dckumen | 72765000 | 2Dckumen | 72500000 | W0Ockumen| 72500000 BKPSOM |  BENTENG
Panghargaan dan Tanda Jasa
Tanda Jasa dparatur b
paratur
I PembinganDispindgh | umlahASyanaMendapatken | e ol g | smomnnn0 | Soreng | 25000000 B0 | Ferng | BE000 | Foung | 00000 | BlOmng | 27000000 | EKPSOM | BENTENR
Pambinaan Kedisiplinan
Pengelolaan Penyelesaian dumlzh Laparzn Hasi
03 g Enye Pengelolaan Penyelesaian 15Laporan | 35 Laporan | 25.000000 | 35 Laporan | 25.000.000 26.250.000 |37 Laparan 26.250.000 38 Laparan 27.000.000 182 Laporan 27.000.000 BKP30M BENTENG
Pelarggaran Disiplin ASN L
Palanggaran Disiplin A3M
Pelauanan Frases kin Jumlah Dakumen Prases [zin
03 VA - Perceraian Pegay aiyang Dokumen - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM BENTENG
Parceraian Pegaw ai -
Dilayani
1L PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 18,963 | 80,25 | 1745.094.000 81 | 1.768.984.337 1813.262.015 | 83x% 1856.762.1711 | 8375 | 1901.064.516 | 83,75 | 1901.064.516 | BKP3OM BENTENG

enyusunan Kebijakan

04 Ee"ge'“""?‘-‘a“ : T (s efhetelr 100 | 542.875.000 | 100% | 547.299.337 B05.566.015 | 100% | 635.077.171 1002 693368516 | 100% 693.368.516 | BKPSDM | EENTENG
ompetensi Teknis Kualitas SDM Aparatur
Boabaric T L-i
Panyuzunan Kebijakan Teknis | Jumlah Kebijskan Teknis dan
danPencanaPengembangan |PencanaPengembangan
Fompetensi Teknis Umum, ki, |Kompetensi Teknis Umum, Int,
dan Piihan bagi Jabatan dan Plihan bagi Jabatan
Administrasi Peryelenggara | Admiristrasi Penyelenggara
|rusan Pemerintahan |zan Pemerintahan nia 1Dokumen 52.011.000 - i 15.000.000 | 1Dckumen 15.300.000 - i 3Dokumen i BKP3OM BENTENG

Kankuren, Perangkat Dasrah
Penurjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Karkuren, Perangkat Dagrah
Perunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umumyang
Disuisun

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia
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Data

Bidang U Indikator Tui 5 oo Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhit | Unit Kerja
idang Urusan Indikator Tujuan, Sasaran, | Capaian — = = - 7 Periode Renst
) Pemerintahan, Program, v e Pada Tahun-1(2022] Tahun-2 [2023] Tahun-3[2024] Tahun-4 [2025] Tahun-5 [2026] enode henstra Perangkat .
Tujuan Sasaran y . Daerah Lokasi
Kegiatan dan Sub [Outcome) dan Kegiatan | Tahun . o o o o o P
Kegiatan {Output] Aval Kinerja Kinerja |Rp. Kinerja  (Rp. Kinerja  |Ap. Kinerja Rp. Kineria  |Rp. 9“;::2:"
—y . Parencan 9
Penyusunan Standar Jumlah Standar Perangkat
Perangkat Pembelzjaran Pembelsjaran Pemerintaban
Pemerintah Dalam Negeri Dalam Megeri Kompetensi
Kampetenzi Teknis Umum, Int, | Teknis Umum, Inti, dan Plikan
dan Pilikan bagijabatan bagi Jabatan Administrasi
5| 04|02 |2m| 2 Administrasi Perpelenggaran | Penyelenggara Urusan . - 0 . i . 0 N 0 . i - i EKPSOM BENTENG
Uruzan Pemerintahan Pemerintahan Karkuren,
Konkuren, Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penunjang,
Perunjang, dan Urusan dan Lrusan Pemerintahan
Pemerintahan Umum Umum yang Disusun
Peryelenggaraan Jumlah A5H yang Mengikuei
Pengembangan Kompetensi | Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Filhan
bagi Jabatan Administrasi
5| 04) 02201 03 E:;”::i:ﬁfﬁg[{ﬁ:; nfa 020kang | 330000000 | 105Ckang | 423.000000 | W0SCrang | 471300000 | 1050kang 513.030.000 105 Orang 570.933.000 105 Crang 570.933.000 BkPSOM BENTENG
Perangkat Daerzh Pel%uniang,
danUrizan Pemerintzhan
Umum
504 102 |201|{04 |Pembinaan , Pengoordinasian, |Jumlah Dokumen Hasil
Fasiitasi, Pemantauan, Pembinazn, Pengoardinasian,
Evaluasi, dan Pelaporan Fasilitasi, Pemantauan,
Pengembangn Kompetensi | Evaluasi, dan Pelaporan
Teknis Umum, Inti, dan Pilbhan | Pengembangan Kampetensi
Bagi Jsbalaban Administasi | Tekris Unum, It danPilhan | romen | 1Dckumen | 00884000 | 1Dckumen | 116238337 | 10okumen | THESEOE | 0ckumen | TE36701 | fokumen | 236456 | SOokumen | 23856 | BKPSOM | EENTENG
Penyelenggaran Urusan bagiJabatan Administrasi
Pemerintahan Konkuren, Peryelenaggara Urusan
Perangkat Daerah Penunjang, |Pemerintahan Konkuren,
dan Uuzan Pemerintzhan Perangkat Daerah Perunjang,
Umum dan Liusan Pemerintahan
L im,
430,564,000 247.233.337 530,566,015 B35.077.11 633,368 516 33,3685 BKPSOM BENTENG
Sentifikasi, Kelembagaan, |Terselenggaranya
5 04|02 |22 5‘*“9‘?""’3’!93" o ﬁe"‘e‘“" ‘.'j';lf:::as' 1Kali | 1Kali | 1202219.000 | 1Kali |1221.665.000 | 1Kali |1207.696.000| 1Kali | 1.221.685.000 | 1Kahi | 1.207.696.000 | 1Kali | 1.207.696.000 | EKPSOM | EENTENG
dan Ir’ungsiunal F'engrauI as
Penyusunan Kebijakan Standar | Jumlah Dokumen Hasil
Perangkat Pembelgjaran Penyusunan Standar Perangkat
PemerirtahanDalamNegei | Pembelsjaran Pemerintshan
5| 04| (2 02(os bgg\ Pimpin.an Daerah, Jabatan |Dalam Megeri bagi Pimpinan Dokumen _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 EKPSOM BENTENG
Pimpinan Tinggi, dan Jabatan | Daersh, Jabatan Pimpinan
Fungsional Tinggi. dan Jabatan Fungsional
yang Disusun
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Bidang Unssan Indikator Tuiuan. Sasaran CDat_a Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisil?ineliapada Akhir | Unit Kerja
Pemﬁma,?an Prouram Kine'.a' oo ;P‘;'a" Tahun-1(2022) Tahun-2 [2023] Tahun-3(2024) Tahun-4 [2025) Tahun-5(2026) Periode Renstra Perangkat
Tujuan Sasaran 3 - TTegram, I dram aca Daerah Lokasi
Kegiatan dan Sub [Dutcome) dan Kegiatan | Tahun ey . ey . L. L p
Kegiatan {Output) Awal Kinerja Kinerja |Rp. Kinerja Rp. Kineria  |Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. 9":"99:"
Perenc:an g Jawal
430.864.000 047299337 550,568,015 3507711 £53.368.516 £93.365.516 EKPSOM EENTENG
Sertifikasi, Kelembagaan, | Terselenggaranya
5|04 |02 2| |Pengembangan - Pemetaan ‘?j‘;f:i:“‘ 1Kali | 1Kali |1202213.000 | 1Kali |1221685.000 | 1Kali |1207.696.000| 1Kali | 1271685000 | 1Kal | 1.207.696.000 | 1Kali | 1207.696.000 | BKPSDM | BENTENG
dan Ir’ungsional Pengauas
Peryusunan K.ebijakan Standar| Jumlah Dakumen Hasi
Perangkat Pembelzjaran Panyusunan Standar Perangkat
Pemerintahan DalamMeger | Pembelajaran Pemerintshan
5| 04| 00|z 02log bagi Pimpinan Daerah, Jabatan | Dalam Megeri bagi Fimpinan Dokumen _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 EKPSOM EENTENG
Fimpinan Tinggi, danJabatan | Dagrah, Jabatan Pimpinan
Fungsianal Tingai, dan Jabatan Fungsional
yang Disusun
Penyelenggaraan Jumlah Laparan Hasi
Pengembangan Kompetensi | Perwelenggaraan
bagiFimpinan Daerah, Jabatan | Pengembangan Kompetensi
5| 04 02202 g7|Zimeran Tigg Jbaan - jbagiPinginanaerah lsbata | | gpon | Slaporn | 120229000 | Slapoen | 121685000 | Slapoan | 1207E000 | SLapoan | ZZAGGS000 | Slaporan | 1ZMESR00D | 2Slaporan | AATEGEON | EKPSOM | EENTEN
ungsional, Kepemimpinan, impinan Tinggl, Jabatan
danPrajabatan Fungsianal, Kepemimpinan, dan
Prajabatan




TABEL 6.2 '
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN SELAYAR PERIODE 2021-2026

Mevwuyudkan Indeks Reformasi |
Reformasi Birokrasi 82,79 | 82,79 84 85 86 87 87 )
Birokrasi Perangkat Dasrah )
|

|

Nilai SAKIP '

€C | cC B B BB BB BB '

Perangkat Dacrah :

|

Meningkatn: '

Keperca aa:{a Laporan keuangan )

cpercay sesuai standar . . . . . . . )

Masyarakat . sesuai | sesuai sesnal sesual sesual sesnal sesual 1

terhadap aku.nta_ns:l :

Pelay pemerintahan !

Perangkat :

|

Dacrah Indeks Kepuasan !

Masyarakat 75 75 78 80 82 85 85 :

Perangkat Daerah !

|

|

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
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PENUNJANG

KEPEGAWAIAN

5.03.01 URUSAN P ¢ DAN
> PEMERINTAHAN cme.n a;f S O - 58 o1 o o PENGEMBANGAN
DAERAH K:Ezl”m || R 2 ° ° SUMBERDAYA
KABUPATEN/KOTA g MANUSIA
Percentaze
E:k“;‘:n / BADAN
Perencanaan, por KEPEGAWAIAN
Penganggaran, dan Peren ! DAN
5.03.01.2.01 Evatuasi Kinerja E::lia;fng? 100 100 63,000,000 100 67,000,000 100 71,000,000 100 73,000,000 100 75,250,000 100 349,250,000 PENGEMBANGAN
Perangkat Daerah 51 onery SUMBERDAYA
yang diselasikan MANUSIA
tepat walktu
BADAN
Penyusunan Jumlah Dolumen KEPEGAWAIAN
Dolcumen Perencanaan DAN
0.00.01.2.01.01] Peranglkat Daerah 3 2 23,000,000 3 23,000,000 2 26,000,000 3 26,000,000 2 26,000,000 12 128,000,000 _ i
Perencanaan (Dolumen| PENGEMBANGAN
Perangkat Daerah ' SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Dokumen
REA-SKFD dan BADAN
Koordinasi dan Laporan Hasil KEPEGAWAIAN
Penyusunan Koordinasi - - - - DAN
0.00.01.2.01.02 Dolomen RKA- Penyusunan 2 2 4,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 6,000,000/ 10 25,000,000 PENGEMBANGAN
SKFD Dokumen REA- SUMBERDAYA
SKPD (Dolumen) MANUSIA
Jumiah Dolumen
Koordinasi dan g?{;g}:_hmilqm BADAN
- pan Laporan KEPEGAWAIAN
Penyusunan Hasil Koordinasi DAN
0.00.01.2.01.03|Dokumen Penyusunan 2 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,200,000 2 6,000,000 2 6,000,000 10 27,500,000 . o
~ PENGEMEANGAN
Perubahan RKA-  |Dokumen
SKED SUMBERDAYA
Perubahan RKA- MANTISTA
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Jumlah Dolumen

DPA-SKPD dan BADAN
L Laporan Hasil KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan Koordinasi DAN
0.00.01.2.01.04|Penyusunan DPA- | "o 4,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 7,000,000 10 28,000,000| . -
SKPD Penyusunan PENGEMBANGAN
Dokumen DPA- SUMBERDAYA
SKPD (Dokumen) MANUSIA
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan . poran KEPEGAWAIAN
Penyusunan Haszil Koordinasi DAN
0.00.01.20L085 " = "o Ee:}:smunm 4,000,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,250,000( 10 26,750,000 oot mavea:
SKFD clemen SUMBERDAYA
Perubahan DPA- MANUSIA
SKPD (Dokumen)
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikchtizar
Koordinasi dan g;;l;;“ fne”a BADAN
Penyusunan - oA Laporan KEPEGAWAIAN
LapE»ran Capaian Hasil Koordinasi DAN
0000120108 tan E:n;:;ilg‘:ﬂmm 6,000,000 7,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000/ 10 37.000,000] Lo o mavean
Ikhtisar Realisasi Kigerja danp SUMBERDAYA
1 ] 1T
Kinerja SKFD lichtisar Realizasi MANUSIA
Kinerja SKPD
(Laporan)
BADAN
Jumiah Laporan KEPEGAWAIAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja DAN
0000120107, ot Daera P:rangkgtnaerah 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 16,000,000 5 77,000,000| oo vy
\Laporan) SUMBERDAYA
MANUSIA
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TETSEIECE BADAN
I KEPEGAWATAN
Administrasi [Laporan DAN
5.03.01.2.02 |Keuangan pengelolaan 80 | 100 |3923971157| 100 | 3.925000,000| 100 | 4,028446,143) 100 |4,129,750,000 100 | 4231,500,000| 100 | 20,238567,300
Peranglkat Daerah (keuangan yang PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA
7l MANUSIA
Jumlah Orang BADAN
. .. |vang Menerima KEPEGAWAIAN
Penyed@m Gaji Gai dan i i ) DAN
0.00.01.2.02.01ias.t;\_ﬁmjaﬁgan Tanjangan ASN 42 | 42 | 3700000000 43 | 3700000000 43 | 3800000000 43 |3900,000000 45 | 4,000000.000( 216 | 19,100.000,000] porra
(Orang/bulan) SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumiah Dekumen BADAN
Penyediaan Hasil Penyediaan KEPEGAWAIAN
0.00.01.2.02.02?2&2;2;22 ii:?;;ﬁ;i;ﬁ 12 | 12 | 171971157 12 172,000,000] 12 | 173446143 12 | 174,000,000 12 174,000,000 60 865,417,300 PENGE[Iﬁ‘ANGAN
Tugas ASN {Dokumen) SUMBERDAYA
MANUSIA
Pelakeanaan Jumlah Dokumen BADAN )
Penatausahaan KEPEGAWAIAN
0.00.01.2.02 03§en;m@aaﬁ? [danPengujian/Veri| 0 of o of o of o of o o| o 0 DAN
ELets ﬁiz:iggl‘f;nmgin ® fikasi Kevangan PENGEMBANGAN
<D SKPD (Dokumen| SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Dolkumen BADAN
L Koordinasi dan KEFPEGAWAIAN
Koordinasidan 1o\ 1 o oandtcnt DAN
0.00.01.2.02.04|Pelaksanaan ‘ 2| 1 26,000,000 12 26,000,000 12 27,000,000/ 12 27,000,000 12 28,000,000( 60 134,000,000| .- o
oo oy |20t SKPD PENCEMBANGAN
{Dokumen) SUMBERDAYA
MANUSIA
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Jumlah Laporan

Keuangan Alchir
Tahun SKFD dan BADAN
Koordinasi dan Laporan Hasil KEPEGAWAIAN
-|Penyusunan Koordinasi - - o I - - R DAN
0.00.01.2.02.05 Laporan Keuangan |Penyusunan 1 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,0001 1 5,730,000 1 6,500,000) 5 27,730,000 PENGEMBANGAN
Akhir Tahun SKPD |Laporan Keuangan SUMBERDAYA
Alchir Tahun SKFD MANUSIA
(Laporan)
Pengelolaan dan . ArigEsP KEPEGAWAIAN
Penyiapan Bahan Pemeriksaan dan DAN
0.00.01.2.02.04 Tan-ggapan gmdaktajmjut 0 0 o o o o0 o o of o0 o o0 0 PENGEMBANGAN
Pemeriksaan | 00 =1 SUMBERDAYA
({Dokumen) MANUSIA
P I ;Llllﬂ.fa.[l UL;;‘.LI.].II.!:II BADA[\-
enyusunan elaporan dan KEPEGAWATAN
Pelaporan dan AnalisisPrognosis DAN
0.00.01.2.02.08|Analisis Realizasi 12 12 21,000,000] 12 22,000,000 12 22,500,000] 12 23,000,000] 12 23,000,000{ 60 111,500,000 __. I
P i sRealisasi |An PENGEMBANGAN
A;ognosxs ealisasi : g}iaran . SUMBERDAVA
gEaran |Dolumen) MANUSIA
FEfgeniase
?E:“men BADAN
Administrasi P KEPEGAWAIAN
Barans Mii Pengelolaan DAN
5.03.01.2.03 s Barang Milik 100 | 100 16,000,000 100 16,000,000| 100 16,000,000 100 16,000,000 100 16,000,000 100 80,000,000| __.. I
Daerah pada S PENGEMBANGAN
T
Perangkat Daerah e SU MB]?R.DAYA
MANUSIA
waktu
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Penyediaan Jasa |Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas BADAN
Biaya atau Kendaraan KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan, dan |Dinas Jabatan DAN
0.00.01.2.09.01 Pajak Kendaraan |yang Dipelihara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENGEMBANGAN
Perorangan Dinas |dan dibayarkan SUMBERDAYA
atau Kendaraan  |Pajaknya (Unit) MANUSIA
Dinas Jabatan
TEIyEIAal Jasa | DOIAIT oS TIaT el
ggm'ehha.raan. Dmas].'-' Operasional BADAN
ayz atau Lapangan KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan, yang Dipelihara DAN
0.00.01.2.09.02 Pajak dan dan dibayarkan 26 26 59,880,000| 28 60,000,000] 28 60,000,000] 28 61,800,000] 27 67,980,000{ 131 309,660,000 PENCEMBANGAN
Perizinan | Pajale dan SUMBERDAYA
Kendaraan Dinas |Perizinannya -
. . ’ MANUSIA
Operasional atau  |(Unit)
BADAN
‘ Jumleh Perlatan KEPECAWAIAN
Pemeliharaan dan Mesin Lainnya DAN
0.00.01.2.09.0¢| i:ralﬂatiml da.r? }'I?niplpetha.ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENCEMEANGAN
esin Lainnya (Unat SUMBERDAYA
MANUSIA
BADAN
Jumlah Aset Tak KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan Aset|Berwujud yang DAN
0.00.01.2.09.08 Tak Bervujud Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA
MANUSIA
‘ Jumlah Gedung BADAN
Pemeliharaan/Re |Kantor dan T
o KEPEGAWAIAN
hahilitasi Gedung |(Bangunan DAN
0.00.01.2.09.09 Kantor Lainnyayang 1 1 49.931,000 1 50,000,000 1 30,000,000 1 51,300,000 1 56,630,000 5 258,101,000 __.- I
danB, Dinelihara /Direh PENGEMBANGAN
! ! MANUSIA
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Jumlah Sarana
Pemeliharaan/Re éf;f;;fa:i BADAN
habilitasi Sarana KEPEGAWAIAN
dan Prasarana araun Bangunan DAN
0.00.01.2.09.10 Gedung Kantor L'.a.mr[x]}.'a " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENGEMBANGAN
atau Bangunan E.feghetgieliltaﬁa/ SUMBERDAYA
Lainnya - N MANUSIA
: (Unit)
Meningkatkan Indeks
Profesionalitas Profesionalitas e 2 ) 2 B 2 2L
Persentase
Meningkatnya Peningkatan 82 82 85 87 90 92 92
Kinerja dan Kinerja Pegawai
Disiplin Persentase
Pegawai Peningkatan 85 85 87 90 92 95 95
Disiplin Pegawai
Persentase ) BADAN
Pemenuhan ASN - I - - - - A
PROGRAM i Linelaunean 87,12 | 89,21 | 1,141,326,843| 90,4 | 1,156,951,607| 92,6 | 1,185910,106 93,8 |1,214,360,090( 94 1,245334,721] 94 5,941,883,367 KEPEGA“{AIAI\
. I e DAN
5.03.02 KEPEGAWAIAN Pemerintah i PENGEMBANGAN
DAERAH Perzentase ASN SUMBERDAYA
yang berkinerja 99,7 | 100 100 100 100 100 100 MANUSIA
baik
Persentase BADAN
Pengadaan, pengadaan, KEPEGAWAIAN
Pemberhentian  |pemberhentian DAN
3.03.02.2.01 don Informasi  |dan informasi 76 100 353,000,000 100 305,000,000 100 322,961,887 100 333,912,674 100 346,682,674 100 1,663,557,235 PENCEMBANGAN
Kepegawaian ASN |kepegawaian ASN SUMEERDAYA
MANUSIA
Jumlah Dokumen
Pemusunan Hasil Penyusunan )
Rerica.na Rencana . BADAN )
. |Kebutuhan, Jenis KEPEGAWAIAN
i Kebutuhan, Jenis dan Jumiah i ) ) i - DAN
3.03.02.2.0102ﬁ::a{ﬁ]rfmk Jabatan untuk 1 1 30,000,000 1 30000000 1 31,500,0000 1 31,500,000 1 31,500,000 5 134,500,000 PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Pelaksanaan ) SUMBFRDAYA
_ |Pengadaan ASN MANUSIA
Pengadaan ASN .
(Dokumen)
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Jumlah Dokumen

Kegiatan BADAN
Koordinasi dan Koordinasi KEPEGAWAIAN
- Fasilitasi danFasilitasi - - - - - - i e - e - o e e DAN
5.03.02.2.01.03 Pengadaan PNS  |Pengadaan PNS 5 5 15,000,000 5 15,000,000 5 16,691,887 5 16,542 674| 5 16,542 674| 25 79,777,235 PENCEMBANGAN
danPPPK dan PPPK SUMBERDAYA
|Dokumen) MANUSIA
BADAN
Tvaluasi Jumiah Laporan KEPEGAWAIAN
Pengadaan ASN Hasil Evaluast DA
5.03.02.2.01.04 dan Pengadaan [angadaanASI‘. 1 1 100,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 120,000,000 1 130,000,000 5 560,000,000 PENCEMBANGAN
ASN aporan) SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Dokumen
Hasil kepiatan BADAN
Koordinasi Koordinasi KEPEGAWAIAN
- Pelaksanaan Pelaksanaan - - - DAN
3'03'02'2'01'06Administrasi Adminietrasi 3 3 45,000,000 3 45,000,000 3 46,300,000 3 46,300,000 3 46,300,000{ 15 228,900,000 PENGEMBANGAN
Pemberhentian  |Pemberhentian SUMBERDAYA
[Dolumen) MANUSIA
BADAN
Jumlah Lembaga KEPEGAWAIAN
Fasilitasi Lembaga | 00 0N 808 DAN
5.03.02.2.01.08 Profesi ASN Riiiﬁ;t?l 1 1 45,000,000 1 45,000,000 1 46,220,000 1 46,320,000 1 48,000,000 5 230,540,000 PENCEMBANGAN
& SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Dokumen BADAN
Hagil Pengelolaan KEPEGAWAIAN
Pengelolaan SistemInformasi DAN
5.03.02.2.01.10 iiest:n;‘;rri;;mam Kepsganaian 4 4 50,000,000f 0 0 0 0 0 0 0 0 4 50,000,000 PENGEMBANGAN
Pe (Dokumen) SUMBERDAYA
MANUSIA
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BADAN
J urqla.h Dokumen KEPECAWAIAN
- Pengelolaan Data Hasil Pengeloleltan - - DAN
5.03.02.2.01.11 } DataKepegawaian 4 4 45,000,000 4 45,000,000 4 45,000,000 4 47,000,000 4 47,000,000 20 230,000,000 __.. .
Kepegawaian (Dolumen| PENGEMBANGAN
! SUMEBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Laporan
Hasil Evaluasi BADAN
Evaluasi Data, Data, Informasi KEPEGAWAIAN
5030020110 ormesiden - den Ssterm ¢ | 1| 25000000 1 25,000,000 1 26250000 1 | 26250000 1 27,340,000 5 129,840,000 o T
Kepegawaian Kepegawaian SUMBERDAYA
(Laporan) MANUSIA
BADAN
Mutasi dan Perzentase .mutasi KEPE(ST:;MAN
5.03.02.2.02 Promosi ASN dan promosi ASN 81 100 330,000,000, 100 330,000,000{ 100 280,000,000{ 100 282250,000{ 100 285,000,000{ 100 1,507 250,000 PENGEMBANGAN
SUMEERDAYA
MANUSIA
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Mutasi Jabatan .
Pimpinan Tinggi EADAN .
’ KEPEGAWAIAN
- Pengelolaan Jabaltm . - - - - - - - - - - o= DAN
5.03.02.2.02.01 Mutagi ASN Administrasi, 5 5 100,000,000 5 100,000,000 5 105,000,000 5 105,000,000 5 105,000,000| 25 515,000,000 PENGEMBANGAN
Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN SUMBFRDAYA
MANUSIA
antar Daerah
(Delkumen)
BADAN
Jumiah KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Pengelolaan DAN
5.03.02.2.02.02|Kenaikan Pangkat (Kenaikan Pangkat | 800 | 700 130,000,000| 700 130,000,000 700 130,000,000 700 130,000,000| 700 130,000,000| 3300 650,000,000 __.. .
ASN ASN (Dokumen) PENGEMBANGAX
' SUMEERDAYA
MANUSIA
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BADAN
Jllglﬂl Dokumen KEPEGAWAIAN
- Pengelolaan Fasil Pgnge}olaa.n - . - - DAN
5.03.02.2.02.03 Promosi ASN [PSEET;L::II\ 2 2 100,000,000 2 100,000,000 2 45,000,000 2 47,230,000 2 50,000,000 10 342,250,000 PENGEMBANGAN
! SUMBERDAYA
MANUSIA
BADAN
Persentase KEPEGAWAIAN
Pengembangan  |Pengembangan DAN
5.03.02.2,03 Kompetensi ASN |Kompetensi ASN 71 100 281,000,000 100 346,000,000) 100 397,000,000 100 407,116,786| 100 415,152,047| 100 1,846,268 833 PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA
MANUSIA
i BADAN
. Jumiah ASNyang KEPEGAWAIAN
Peningkatan Meningkat DAN
2.03.02.2.03.01|Kapasitas Kinerja |Kapasitasnya 600 | 600 21,000,000{ 600 21,000,000| 800 21,500,000| 820 22,116,786| 820 23,152,047| 3640 108,768,833 ... I
ASN (Orang) PENGEMBANGAN
! SUMBERDAYA
MANUSIA
BADAN
Jumlah Dokumen KEFEGAWAIAN
Pengelolaan Pengelolaan DAN
5.03.02.2.03.02|Assessment AssessmentCenter| 1 0 o 1 65,000,000 1 68,000,000 1 70,000,000 1 72,000,000 4 275,000,000 __.. -
Center (Dokumen) FENGEMBANCAN
! SUMBERDAYA
MANUSIA
i BADAN
Jumlah ASN yang KEFECAWAIAN
Pengelolaan Mendapatkan DAN
5.03.02.2.03.04| Pendidikan Pendidikan 45 10 100,000,000{ 10 100,000,000| 10 103,000,000 10 110,000,000 10 110,000,000{ 30 323,000,000 __. -
Lanjutan ASN Lanjutan (Orang) FENGEMBANGAN
! SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Dolumen BADAN
Koordinasi dan Hazil Koordinasi KEPEGAWAIAN
50302200085 e (e KedRSamA )y |y gspooooo0| 1| 150000000 1 | 157500000 1 | 160000000 1 | 160.000000| S TTT.500000] o
Diklat Diklat (Dolumen) SUMBERDAYA
MANUSIA
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Jumlah ASN yang BADAN
e Mendapatkan KEPEGAWAIAN
< 03022050 ﬁgas‘l.?ff. LayananFasilitasi . . . . . . . DAN
B ngt;na;;h_ Sertifikasi PENGEMBANGAN
Jahatan (Orang) SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil qurdinasi BADAN )
. dan Kerja Sama KEPEGAWAIAN
Ketja Sama -
5.03.02.2.03.09|Pelaksanaan Pglaksa.naan 10,000,000 10,000,000 45,000,000 45,000,000 50,000,000 10 160,000,000 __.. DAX I
Dilclat Jabatan Di}ﬂatlJ ahatan e T e T e T PENGEMBANGAN
Fungsional Fungsional SUMB};RDAYA
(Dokumen| MANUSIA
e St BADAN
Sosialisasi dan KEPEGAWAIAN
5.03.02.2,03.12f cyebaran (Iiaf Pen&-"eﬁm 0 0 0 0 0 0 0 DAN
e tormasi Jabatan F{L’lrm;; ;;I:an PENGEMBANGAN
Fungsional ASN (Dolfurnem SUMBERDAYA
! MANUSIA
Jumlah ASN
Fasilitasi Jabata BADAN
Fungsional yang KEPEGAWAIAN
5.03.02.2.03.14 Een'geﬁ | Meadepatican 0 0 0 0 0 0 0 DAN
R P Layanan PENGEMBANGAN
Fungsional Pengembangan SUMBERDAYA
Karir (Orang) MANUSIA
Jumlah Dokumen BADAN
Evaluasi Hasil Evaluasi KEPEGAWAIAN
- |Pengembangan  |Pengembangantab DAN
3'03'02'2'03'13Jab§tan : atang F‘ungsiinal 0 0 0 0 0 0 0 PENGEMBANGAN
Fungsional (Laporan) SUMBERDAYA
MANUSIA

109



BADAN

Persentase
Penilaiandsn |penilsian dan KEPEgi‘gALAN
503.022.04 |EvaluasiKinerja |evaluasikineria | 68 | 100 | 175,326,843 100 | 175951,607| 100 | 185948219 100 | 191,080,630 100 | 196,500,000 100 924,807,099 oo mave:
SlE aparatur SUMBERDAYA
MANUSIA
i{ urfll}a;u E‘iklumen BADAN
Pelaksanaan Ast Telaksanaat KEPEGAWAIAN
. Penilaiandan .
503,022,040 CRmAndan i Kinerj 13| 13 19326843 13 19.951,607| 13 21348219 13 20415630/ 13 23,000,000| 65 106,042,299 DAX
2 atasi A"a;;ii‘r HelR = R ke 2 o ’ 19277 | PENGEMBANGAN
KinerjaAparatur [P; fumenl SUMBERDAYA
|Dolumen) MANUSIA
] EADAN
Pengelolaan Jumlah ASN yang KEPEGAWAIAN
Pemberian Diberikan DAN
5.03.02.2.04.04 Penghargann [F::t)arr;il?.rgaan 7 8 40,000,000, 8 40,000,000] 10 42,800,000 12 44.000,000] 15 47,000,000 53 213,800,000( porc o
bagiPegawai g SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Dokumen
Evatuasi g;;if:;ﬁl EADAN
Pelaksanaan ‘ KEPEGAWAIAN
Pemberian Pemberian DAN
3.03.02.2.04.06Penghargm iaa 'l;en;giha.fgaanda.n 2 2 66,000,000 2 66,000,000 2 69,300,000 2 72,165,000 2 72,500,000 10 345,965,000 Lo maxcan
Tanda Jasa J;?a:pmmr SUMBERDAYA
1§}
Aparatur (Dolcumen) MANUSIA
Jumlah ASN yang BADAN
Mendapatkan KEPEGAWAIAN
_ _|Pembinaan Pemhinaan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DAN
3.03.02.2.04.0rms_1p1_m o Kedisiglinan 15 | 35 25,000,000 35 25,000,000 37 26,250,000] 37 26,250,000] 38 27,000,000| 182 129,500,000] b o ca
(Orang) SUMBERDAYA
MANUSIA
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Jumlah Laporan

Hasil Pengelolaan BADAN
Pengelolaan B g KEPEGAWAIAN
Penveles Penyelesaian DAN
5.03.02.2.04.08| " VESSEEL  pe e ngvaran 15 | 33 25,000,000/ 35 25000000 37 26,250,000 37 26,250,000( 38 27,000,000/ 182 129500,000 -
Pelanggaran Disintin ASN PENGEMBANGAN
DisiplinASN L:lﬁrﬁa'l : SUMBERDAYA
(Laporan) MANUSIA
;Lll[llfal.[} LlJUﬁ.Lllﬂt‘Il BADA:\-
roses an KEPECAWAIAN
Pelayanan Proses |Perceraian DAN
2.03.02.2.04.09 ;z;nai?;cermm Ealalga':afa{yang 0 0 o 0 0 0 of 0 of o ol 0 0 PENGEMBANGAN
g [;T;"‘m , SUMBERDAYA
|Dokumen) MANUSIA
Meningkatkan Indeks _ _ il _ _ _
Bt i | Pectecionalitas 82 | 82 |7675060000] 84 | 7780131571 86 | 7.074368264| 88 |8,166,185355| 90 | 8361030536 90 | 39957275726
?m%ﬁgya Persentase
petens Peningkatan
L Pegawai dalam
Pegawai di & b 60 | 60 |7675060000] 62 | 7780131571 64 | 7.074868264| 66 |8 166185355 68 | 8361030536 68 | 30957275726
semua penigembargan
T Kompetensi dan
Jabatan Keahlian :
TR EADAY
PROGRAM Kepermimpinas KEPEGAWAIAN
i PENGEMBANGAN | o N _ i _ R _ _ o DAN
5.04.02 SUMBER DAVA E;Ea:g&u;gs_.mal, 18.96 | 8025 | 1745094000 8L | 1768,984337| 815 | 1813262015 83 | 1896762171 8375 | 1901064516 83,75 | 9,085.167.039| po on o voan
MANUSIA Tt Sone SUMBERDAYA
kultural dan Diklat MANUSIA
Teknis
Penyusunan .
y . BADAR
Kebijakan Tekhnis .
Pengembangan  |Peningkatan KEPE%:‘;AMR
5.04.022.01 |Kompetensi Kualitas SDM 100 | 100 | 542.875000( 100 | 547299337| 100 | 605566015 100 | 635077171 100 | 693368516| 100 | 3024186039 o
ot Aoorator horba PENGEMBANGAN
s ﬁp”?{ 1 berhasis SUMBERDAYA
pokst MANUSIA
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Penyusunan
Kebijakan Teknis
dan Rencana
Pengembangan
Kompetensi
Teknis Umum,

Jumlah Kebijakan
Teknis dan
Rencana
Pengembangan
Kompetensi
Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan

Inti, dan Pilihan i:gn;iﬁfr‘i BADAN
bagi Jabatan KEPEGAWAIAN
Administrasi Penyelenggara DAN
5.04.02.2,01,01f S mHustas: Urusan 52,011,000 15,000,000 15,300,000 82,311,000 ___ -
Penyelenggara P ntah PENGEMEANGAN
Urusan A SUMBERDAYA
Pemerintahan oniuren, MANUSIA
Perangkat Dasrah
Konlouren, Penunians dan
Perangkat Daerah JAE,
Penunjang, d; Urusan
Jang, fan Pemerintahan
Urusan Umum yan
Pemerintahan . yang
Ummum Disusun
(Dekumen)
Jumlah Standar
Peranglkat
Penyuzunan .
“ Pembelajaran
Standar Perangkat .
. Pemerintahan
Pembelajaran .
. Dalam Negeri
Pemerintahan .
Dalam Negeri Kompstensi
Kompetensi Telkniz Umum,
perens: Inti, dan Pilihan
Telknis Umum, ; .
Inti dan Pilihan bagi Jabatan BADAN
! Administrasi KEPEGAWAIAN
bagi Jabatan Penyelenggara DAN
5.04.02.2.01.02 ;;:nm};tiraz;a Umhsan 0 0 0 0 PENGEMBANGAN
e S Pemerintahan SUMBERDAYA
. Konkuren, MANUSIA
Pemerintahan
Perangkat Dasrah
Konkuren, Penunjang, dan
Perangkat Daerah JATE,

Penunjang, dan

Urusan
Pemerintahan
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Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi
Telenis Umum,
Inti, dan Pilihan

bagi Jabatan Jumlah ASN yang BADAN
Administrasi Mengiluti KEPEGAWAIAN
5.04.02.2.01.0352221?”53% E‘;;g:ﬁrﬁg” 102 | 102 | 390,000,000| 105 | 429,000000] 105 | 471,900,000| 105 | 503,810,000/ 105 570,999,000 522 | 2,365,709,000 PENGE[rﬁANGAN
Pemerintahan (Orang) SUMBERDAYA
Konlkuren, MANUSIA
Perangkat Daerah
Pemunjang, dan
Urusan
Pemerintahan
Umum
Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan,
Pengoordinasian,
Fasilitasi,
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pelaporan
Pengembangan
Kompetensi BADAN
Telnis Urium, KEPEGAWAIAN
Inti, dan Pilihan DAN
2.04.02.2.01.04\Pembinaan, Pengoobagi Jabatan 1 1 100,864,000) 1 118,299,337 1 118,666,013 1 115967,171 1 122369,516| 3 376,166,039| .. -
Admministrasi PENGEMBANGAN
Penyelenggara SUMBFRDHY&
N MANUSIA
Urusan
Pemerintahan
Konkuren,
Perangkat Daerah

Pemunjang, dan
Urusan
Pemerintahan
Umum (Dokumen)

113



Sertifikasi,

BADAN

Terselenggaranya ]

Kelembagaan, pemetaan dan KEPEGAWAIAN |
Pengembangan  |evaluasi DAN 1

5.04.02.2.02 —— e 1 1 1,202,219,000f 1 1,221,685,0001 1 1,207,696,0000 1 1,221,685,0000 1 1,207,696,000| 1 6,060,981,000 PENGEMBANGAN |
Manajerial dan jabatan pengawas SUMBERDAYA |

Fungsional MANUSIA |

Jumlah Dokumen i

Hasil Penyusunan i

Penyusunan Standar Peranglkat i

Standar Perangkat [Pembelajaran i

Pembelajaran Pemerintahan BADAN |

Pemerintahan Dalam Negeri bagi KEPEGAWAIAN i

Dalam Negeri bagi |Pimpinan Daerah, DAN |
5.04.02.2.02.06| Pimpinan Daerah, |Jabatan Pimpinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENGEMPANGAN |
Jabatan Pimpinan |Tinggi dan SUMBERDAYA |

Tinggi, dan Jabatan MANUSIA |

Jabatan Fungsional yang |

Fungsional Disusun i

(Dolkumen) i

1

___________________________________________________ Jumlanlaporan | | | | | 1 | "~71 1 "~V 101 1 0
Hasil i

Penyelenggaraan |Penyelenggaraan i
Pengemba:a.gan Pengembaggan . BADAN !

Kompetensi bagi  |Kompetensi bagi KEPECAWAIAN |

Pimpinan Daerah, |Pimpinan Daerah, DAN !
5.04.02.2.02.07|Jabatan Pimpinan |Jabatan Pimpinan 3 3 1,202,219.000( 3 1,221,685,0000 3 1,207,696,000( 35 1,221,685,0000 3 1,207,696,000{ 25 6,060,981,000 PENGEMBANGAN |
Tinggl, Jabatan \Tinggi, SUMEERDAYA |

Fungsional, JabatanFungsional |

L . MANUSIA

Kepemimpinan, |, Kepemimpinan, I

danPrajabatan  |dan Prajabatan i

(Laporan) !

|
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TABEL. 6.3
PERUEAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BERDAZARKAN KEPMENDAGRI 300.1.15.5-1317T TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMEANGAN SUMEBER DATA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024-2026

R c [lalfa Kondisi Kinerja Pada Akhir Unit Kerja
Pemerintahan. Program, | Indikator Tujuan, Sasaran, Kinerja | “pP3ia" Tahun-3 (2024] Tahun-4 (2025) Tahun-5 (2026) Periode Renstra Perangkat
Tujuan Sasaran Kegiatan d'an Sgb | Program [Outcome) dan Kegiatan Taahuan Daerah Lokasi
Kegiatan [Output) Aval Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Pegn::ugag;n
[n}
;;;":;:;E‘g‘iraolrasi 5 UHSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 423 1003 1.974.868.264 1003 .166.185.355 00 8.361.030.536 100 24.502.084.155 EKPSOM EENTENG
Perangkat Dsersh Eeningkamya Hilai Zakip Perangkat Dacrab
epercayaan
Taiyadrakat Laporan Kewangan Seswai Standar Akuntansi
ernadap Pemerintaban
Pelayanan
Perangkat Daersh :;dels‘Keplasal Masyarakat Perangkat
3Er3|

Persentase Dokumen { Laporan
Perencanaan, Penganggaran dan

5 |03 |01 |20 Penganggaran, dan |y zlyasi Kinerja yang diselesaikan 00% | 100% 71.000.000 1003 73.000.000 1003 75.250.000 1003 219.250.000 BKPSOM |  BEMTENG

Perencanaan,

Evaluasi Kinerja

tepat wake
Perangkat Daerah O

Penyuzunan Dokumen Jumlh Dok P P Lt 3

5 |03 |01 |2.01|0001| Perencanaan Perangkat D“a”e‘;h CRUMENFEENCANaaNFEENINA | 2 fokumen| 2 Dokumen 26,000,000 Dkomen 26,000,000 2 Diokumen 26,000,000 12 Diokumen 26,500,000 BKPSOM | EENTENG
Daerah
Koordinasidan P Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lapaoran 5

5 |03 |01 |2.01{oagg | ecrdnasican PEMMMEUNAR | Hasi K aordinasi Peryusunan Dokumen RKA- | 2 Dokumen| 2 Dokumen 5,000,000 5,000,000 2 Dokumen £.000.000 10 Dikumen £.000.000 BKPSOM |  BENTENG
Dokumen REA-SKPD SKFD Dokumen
Koordinasi dan Peryuzunan | Jumlah Dokumen Perubahan FKA-SKPO dan 2

5 (03 |01 |2.01|0003 | Dokumen Perubahan Laporan Hasil Koardinasi Peryusunan 2 Dokumen| 2 Dokumen 5.500.000 Dok £.000.000 2 Dokumen £.000.000 10 Dakumen £.000.000 BKPSOM BENTENG
RKASKPD Dikumen Perubahian RKA-SKPD HUmen

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
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Jumlzh Dokumen OPA-3KPDO dan Lapaoran

03 |01 |2.01|noos |Koordinasidan Penyusunan | HasiKoordinssi Penyusunan Dokumen DRA- 1,y ol ojomen .000.000 z .000.000 2 Dokumen 7.000.000 10 Dakumen 7.000.000 BKPSDM |  BENTENG
OPA-SKPD SKPD Dokumen
Koordinas dan Benuusunan Jumlah Dakumen Perubahan OPA-SKPO dan 3

03 |01 [2.01{0005 Perubah DPA-SKyPD Laporan Hasil Kaordinasi Penyusunan 2 Dokumen| 2 Dokumen 5.500.000 Dok £.000.000 2 Dokumen £.250.000 10 Dakumen 7.000.000 BRKPSOM BENTEMNG

Erbanan Dokumen Perubahan DPA-SKPD SUmEn

Koardinasi dan Penyusunan | Jumlsh Laporan Capaian Kinerja dan khtizar

03 (01 [201|oogg || 2porn bapaian Kineriadan ReafsastKinerjs SKPD dan Laparantlasl 15| oo | 51 oran 5,000,000 Zlaporan|  BOODDOD | ZLaperan 5,000,000 Olaporsn | 5000000 BKPSDM | EENTENG
lkhtisar Realizasi Kinerja Kaordinasi Peryusunan Laporan Capaian
SKPD Kinerja dan lkhtizar Realisasi Kinerja SKPO
EvaluzasiKinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

03 |01 [2.00|ooo7 Dasrzh Dsersh 1Lapaoran | 1Laporan 15.000.000 1Laporan 16.000.000 1Laporan 16.000.000 SLaporan 16.000.000 BKPSOM BEMTEMG
Administrasi K Persentase Dokumenl!Laporan

03 |01 |22 Pe:’::;;fﬁa;‘;:“ga“ pengelolaan Keuangan Yang tepat 80 1003z 4.028.446.143 100 | 4.129.750.000 1003z 4.231.500.000 100z 12.389.696.143 BKPSOM | BENTENG

waktu
) " . " 42 43 43

03 |01 |2.02| oo |Fenyediaan Gaiidan Aumlah Orang yang Menerima Gajidan OrsnglBul | rarglBuls|  3.800.000.000 Orang/Bul | 3.900.000,000 45 ¢.000,000.000 45 ¢.000,000.000 EKPSOM |  EENTENG
Tunjangan ASH Tunjangan ASH an o an Orang/Bulan Orang/Bulan
Penyediaan Administrasi Jumlzh Dokumen Hasil Penyediaan 12 12 12

03 |01 [2.02)|0002 Pelaksanaan Tugas ASH Admiristrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen | Dokumen 173.446.143 Dokumen 1r4.000.000 12 Dokumen 174.000.000 B0 Dokumen 1r4.000.000 ERPSOM EENTENG
Pelaksanaan
Penatausahaan dan Jumlzh Dokumen Penatausahaan dan

03 |01 202 0003 PengujianVerifikasi PengujianVerifikasi Keuangan SKPD - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM BENTENG
Keuangan SKPO
Foordinasi dan Pelaksanaan |Jumlah Dokumen Koordinasi dan 12 12 12

03 (M |2.02) 0004 Akuntare SKED Pelaksanaan Akuntans SKPD Diokumen | Dokumen: 27.000.000 Dikumen 27.000.000 12 Dokumen 28.000.000 60 Dokumen 28.000.000 BKPSOM BENTENG
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Skhir Tahun

03 |01 (2.02{0005 |LaporanKeuangan ki | & aon Laperan Hasioardnasi. | 41 sporan | 1Laporan 5,500,000 ILaporan|  5.750.000 TLaporan £.500.000 S Laporan £.500.000 BKPSOM |  BENTENG
Tahun SKPD enyusunan Laporan kedangan Ir [ahuan

SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Jumlh Dok BshanT

03 |01 |2.02|0006 |Bshan Tanggapan Pz fon Ttk L ndadh e - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG
Pemeriksaan emernksaan dan [inda an|ut emernksaan
Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan

03 |01 [2.020007 |Laporan Keusngan Bulanan | "i2n | Semesteran SKP danLaporan | - 0 0 0 0 BKPSIM |  BENTENG

Triwulan{ Semesteran SKPD

Kaordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan | Triwulan | Semesteran SKPO
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[ Penyuzunzn Pelaporzn dzn Jumlah Dakumen Pelapaoran dan Analisis 12 12 12
03 |01 |2.02)|0008 | Analisis Prognosis Realisasi P = Pealisasi & " Dok Dok 22.500.000 Dok 23.000.000 12 Dokumen 23.000.000 60 Dokumen 24.000.000 BRPSOM BEMTENG
Ariggaran rognosiz Realisasi Anggaran okumen | Dokumen okumen
Administrasi Barang Persentase DokumeniLaporan
03 |01 |22 Milik Daerah pada Pengelolaan Barang Milik Daerah 100z 100z 16.000.000 100z 16.000.000 100z 16.000.000 100z 48.000.000 BKPSOM BENTENG
Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu
Penyusunan Perencanaan "
03 |01 | 203/ 0001|Kebutuhan Barangil | 24mizh RercznaKebuiuhan Barang ik y y 0 y 0 y 0 y 0 BKRSOM |  BENTENG
Daerah SKPD
Pengamanan Barang Millk | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik _ _ _ _ _
03 |01 |2.03)0002 Dlacrah SKPD Dlarah SKED 0 0 0 0 BKPSOM BENTENG
Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan
F.oordinasi dan Penilaian Penilaian Barang Milik: Diaerah dan Hasil _ _ _ _ _
03 |01 203 000 Barang Mill: Daerah SKPD | Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah 0 0 0 0 BRRSOM BENTENG
SKPD
:eml;inaan,:ergag asan Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan
03 |01 |2.03|0004 |20 TErAENOAENBIET B dalian Barang Daerah Milk Daersh - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM | BENTENG
Dizerah Milik Daerah pada 42 SKPD
SKPD pada
Rekanziliasi dan Penyusunan | Jumlah Laparan Pekonsiliasi dan
03 |07 |2.03| 0005 |Laporan Barang Mk Daerah | Peryusunan Laporan Barang Mk Dasrsh - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM BEMTENG
padaSKPO pada SKPD
03 |01 {203 on0s Eg;f;ﬁ:s:dhjgﬂgg'ang Witk JDL;Z'[::t:ﬂi’g?(g;“a‘a“sahaa” BarangMill| 4\ - ovar | 1Laporan 1,000,000 Ilaporan| 16000000 1ALaporan 1,000,000 SLaporan 1,000,000 BKPSOM | EENTENG
o |01 {203 0007 E:;:Ef;aKt;B Barang Milik Bzr:l;asnégéa Pemanfaatan Barang Milik _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
Administrasi P tase ASN iliki
03 |01 |45 Kepegawaian Perangkat e"ﬁ“ ak‘.e S yang “‘:".‘I':' ! 100% | 1003 70.250.000 100% 72.250.000 100% 72.250.000 100% 214.750.000 BKPSOM |  BEMTENG
Daerah predikat kinerja sangat bai
03 |07 |2.05|o0m F‘eningkatalj Sarana dan . Jumlak Linit Pgn?ngkatan S.arana dan _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKESOM BENTENG
Prasarana Disiplin Pegawai  |PrasaranaDisiplin Pegaw ai
Pengadazn Paksizn linas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribu
03 |01 |2.05|0002 |beserta Atibut 42 Paket | T6Paket 27.250.000 76 Paket 28,250,000 76 Paket 28.250.000 76 Paket 28,250,000 BKPSOM BEMTENG
Kelengkapan
Felengkapannya
Pendataan dan Pengalahan | Jumlah Dokumen Pendataan dan
03 |01 |2.05) 0003 A : S ) 1Dokumen | 10okumen 28.000.000 1Dokumen 28.000.000 1Dokumen 28.000.000 5 Dokumen 28.000.000 BKPSOM BENTENG
Bdministrazi Kepegawaian | Pengolahan Administrasi Kepegaw sian
K.oardinasi dan Pelaksanaan ’ -
03 |01 |2.05) 0004 | Sistem Informasi dumlsh Dokumen HesiKordnasidan | - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG
Kepenan gian Pelakzanazan Sistem Informasi Kepegaw sian
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03 |01 |2.05(oogs | Moritoring, Evalussi, dan | dumlah Dokumen Monitoring, Eushuasl, dan |y oy e |4 Dokumen 15,000,000 4 000000 | 4Dokumen 16,000,000 N0ckumen|  1E000.000 BKPSOM |  BENTENG
Perilsian Kireria Pegawai | Penilaian Kinerja Pegaw ai Dakumen

o3 o1 |05 000g F‘emL:lIangan Pegawaivang J%Amlah Pegaw ai yang pensiun yang _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
Pensiun dipulangkan
Pemulangan Pegawai yang . )

03 |01 |2.05| 0007 | Meringgal dalam Jumlah Lalporan Hasil Pemulangan Pegaw ai _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG

yang Meninggal dalam Melakzanakan Tugas

Melaksanakan Tugas

03 |01 |2.05{0008 |Pemindahan Tugas ASH Jumlah A5N vang dipindahtugaskan - - 1] - 1] - 1] - 1] EKPSOM EENTENG
Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegaw ai Berdasarkan Tugas dan

03 |01 |2.05|0009 | Pegaw ai Berdazarkan Tugas |Fungsivang Mengikuti Pendidikan dan - - 1] - 1] - 1] - 1] EKPSOM EENTENG
dan Fungsi Pelatihan

03 | |205l00m Sosialisasi Peraturan Jumlsh Orang yang Mengikuti Sosialisasi _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Eimbingan Teknis Jumlah Crang vang Mengikuti Bimbingan

03 |01 |2.05{00M (Implementasi Peraturan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- - - 1] - 1] - 1] - 1] EKPSOM EENTENG
Perundang-undangan Undangan

w| wifjeas|  [ERbDEEElDD [FEsEeee R G| e || 465.000.000 00% | 47113094 100% 473.536.239 1007 1409649393 | EKPSOM | EENTENG
Perangkat Daerah Umum Kantor
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Kompanen Instalasi

03 |0 |2.06|0007|InstalasiListikiPenerangan | ListrikiPenerangan Bangunan K.antor yang 1Paket 1Paket 20.000.000 1Paket 20.000.000 1Paket 20.000.000 SPaket 12.750.000 ERP30OM EENTENG
Bangunan Kantar Disediakan

03 |01 [2.06|oogg | PenvediaanPeralatandan | umlah Paket Peralatan dan Perengkapan | oo | gpaper 18,000,000 SPaket | 20000000 SPaket 20,000,000 25Paket 20000.000 BKPSOM |  BENTENG
Perlengkapan Kantor Kartor yang Dizediakan

03 |01 [2.06(oogg | PervediaanPeralstan - dumlah Paket Peralstan Fumsh Tanagayang | goyoy | gpaker 10,000,000 BPaket | 10.000.000 BPaket 11000000 NPaket 12,000,000 BKPSOM |  BENTENG
Bumah Tangga Dizedizkan

03 |01 |2.08000# | Penyediasn Bahan Lagistk K mish Paket Bahan Logistk Kanlar yang - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG

03 |01 |2.0|ooas | 2nyediaan Barang Cetakan |Jumish Paket Barang Cetakan dan Paket | IPaket 20,000,000 3Paket | 20000000 3Paket 20,000,000 Paket 21000.000 BKPSOM |  BENTENG
dan Penggandazan Penggandaan yang Dizediakan
Penyediaan Bahan Bacaan |Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 5

03 |01 |2.06|0006 |dan Peraturan Perundang- | Peraturan Perundang-Undangan yang 4 Dokumen| 5 Dokumen 15.000.000 Dokumen 15.000.000 5 Dckumen 15.000.000 25 Dokumen 15.000.000 BKPSOM BEMTENG
undangan Dizedizkan
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Jumlah Paket BahaniMaterial yang

3Paket

25.000.000

26.000.000

26.000.000

27.000.000

BKPSOM

BENTENG

03 |01 |2.06 Penyediaan BahaniMaterial = 3Paket 3Paket 3Paket 15 Paket
Disadiakan

03 |01 | 2.06(0002 |Fasiitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasiitasi Kunjungan Tamu - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM BEWTENG
Penyelenggaraan Rapat JumlshL Penuel Rapat

03 |01 [2.06]0008 | Koordinasi dan Konsulasi K“'“ ad an”a”K e””f e”.gsialggan P32 Laporan| 12 Laperan 300,000,000 T2Llaporan|  304.113.03¢ 12 Laporan 304,736,239 £ Laparan 304,736,239 BKPSOM | EENTENG
kPO oordinasi dan Korsulkasi

03 |01 |20g|ooi|Penatausshazn Ausp - dumlah Dokumen Penatausahazn s 4oy e | okumen 16,000,000 IDokmen|  BOODOOD | 10ckumen | BAODOOD | SOckumen|  TEA00.000 BKPSOM |  BENTENG
Dinamis pada SKPO Dinamis pada SKPO
g;l::;g;:n?;:;r:ﬁ;:an Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 2 2 2

03 (01 |Z.06|00M ) . Sistem Pemerintahian Berbasis Elektrarik 40.000.000 40.000.000 12 Dakumen 40.000.000 G0 Dakumen 40.000.000 BkP3OM BEMTENG
Bierbasiz Elektranik pada 15 SKFD DOakumen | Dakumen Dakumen
SKFD pasa
Pengadaan Barang Milik

03 |01 |zr| |DaerahPenunjang - Persentase ketersediaan Barang Milik| 15 | op; 100.000.000 0% | 1oooooooo | oo 100.000.000 100 300.000.000 | EKPSOM | BENTENG
Urusan Pemerintah daerah [BMD)
Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas

03 |01 |2.07{0007| Perorangan Dinas atau atauKendaraan Dinas Jabatanyang - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM BENTENG
Kendaraan Oinas Jabatan | Disediakan
Pengadaan Kendaraan Jumlab Uit Kerd linas 0 el

03 |01 |2.07|0002 | Dinas Operasional atau umian i hendaiaan Linas SpEEsana | gt | 2unit 55.000.000 2unit 55.000.000 3unit 55.000.000 Junit 55.000.000 BKPSOM |  BENTENG
L atau Lapangan yang Disediakan

apangan

03 |0 [2.07(0003 | Pengadaan Alat Berat Jumlah Unit Alat Berat'y'ang disediakan - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM BENTENG

03 (o |2 o7 oons Pengadaan lat Angkutan | Jumlah Unit Alat ﬂngkutan Darat Tak _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
Darat Tak Bermator Bermatar yang disediakan

03 |01 |2.07(0008 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Dizediakan 3Paket | 3Paket 45.000.000 3Paket 45.000.000 3Paket 45.000.000 15 Paket 45.000.000 BkP3OM BEMTENG

03 (o 1207 ooe F‘enlgadalan Peralatandan Jumlah Unilt Peralatan dan Mesin Lainnya _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
Mesin Lainnya yang disediakan

0 ot [z07loor Pe.ngadaan Aset Tetap nglah Unilt #Aset Tetap Lainnya yang _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
Lairnya dizediakan

o3 |01 1z o7looes Penga.daan izt tak JL.,lm|a.h Unit Aset Tak Bervwjud yang R R 0 R 0 R 0 R 0 BKPSOM BENTENG
berwujud Disediakan

03 o |zo7loos Pengadaan Gedunlg K.antar Jumlah Uit Getl:lung K.antar atau Bangunan _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang disediakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Uit Sarana dan Prazarana Gedung

03 |0 |2.07{0070|Prasarana Gedung Kantor | Kantor atau Bangunan Lainmya yang - - 0 - 0 - 0 - 0 BRPSOM BEMTEMNG
atauBangunanLainnya disediakan
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Eengadaal;SaéalEa dan Jumlah Uit Sarana dan Prasarana

03 |0 |2.07|00m GradsaranKa f” “t“'“g Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan - - i - i - i - i BKPSOM BENTENG
H:n::r?analnaior::\:u Lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa Persentase Pemenuhan Jasa

03 |01 [z Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 10022 1005% 115.000.000 10022 119.650.000 10022 123.465.000 1003 358.115.000 BKPSOM BEMTENG
Pemerintahan Daerah  |Daerah

03 |01 |2.08|0001 ;‘Z‘;ﬁ‘iﬁan dasaSurat lﬂ,l“e”;';;;f"”'a” PenyediaanJasaSurat | 4 oo | 4 sporan 27,000,000 ILsporsn| 28380000 1Lsporan 25,500,000 ELsporan 25,500,000 EKPSOM |  EENTENG
Peryediaan Jasa Jumlah Laporan Peryediaan Jasa

03 (01| 2.08)|0002 | Komurikasi, Sumber Daa fir | Komurikasi, Sumber Daya fir dan Listil wang |12 Laporan | 12 Laporan £6.000.000 12 Laparan £3.300.000 12 Laparan T2.765.000 60Laparan T2.765.000 BKPSOM BEMTENG
dan Listrik Dizediakan

03 |01 |2.08|ouog | envediaan Jasaperslatan | JumizhLeporan Penvediaan Jasa Perslatan | o) | 5y poran 22000000 Zlaporan| 22000000 2L aporan 22 200,000 8Laporan 22200000 EKPSOM |  EENTENG
dan perlengkapan kantor | dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

a3 o1 |2 oo Peryediaan jasa pelayanan | Jumlah Laporan F‘en}leditaan JazaPelayanan _ _ i _ i _ i _ i BKPSTM BENTENG
umum kantor Umum Kantar yang Disediakan
Pemeliharaan Barang

03 |01 |09  |MillkDaerahPenunjang |, .\ . BMD dalam Keadaan Baik| 50 | 1003 110,000,000 00 |  113.300.000 1003 124.630.000 100% 347.930.000 | EKPSOM | BENTENG
Urusan Pemerintahan
Daerah
Fenyedizan Jaza
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

03 |01 |Z.03{0007| Pemeliharaan, dan Pajak kendarazn Dinas Jabatan yang Dipelihara - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM BENTENG
F.endaraan Peorangan Dinas | dan dibavarkan Pajaknua

to Wond I

Ferwediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

03 (@ | 2039|0002 | Pemeliharaan, Pajak, dan | Lapangan vang Dipelihars dan dibayarkan 26 Unit 26 Urit £0.000.000 26 Unit £1.800.000 27 Unit £7.350.000 27 Uniie £7.350.000 BKPSOM BEMTENG
Petizinan Kendaraan Dinaz | Pajak dan Perizinannya
Oraracional atan| anansan
Pemyediaan Jasa

03 o1 |2 0alooes F‘emel?haraan Biaya B Junjlgh #lat Bezar yang dibayarkan _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
Pemeliharaan dan Perizinan | Perizinannya
st Bezar
Ferwediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Alat Anghutan Darat Tak

03 |01 [2.03[0004 | Pemeliharaan dan Perizinan | Bermatar yang dipelihara dan dibayarkan - - a - a - a - 0 BKPSOM BENTENG
Alat Arghutan Darat Tak Perizinannya
Barmatar

03 |01 [2.09)0005 |Pemelibaraan Mebel Jumlzh Mebel yang dipelihara - - 1] - 1] - 1] - 1] BKPSOM BEMTENG

o (o1 |2.09(o008 F‘em.elihfaraan Peralatandan JL.,Im|§I|'1 Peralatan dan Mesin Lainnya yang _ _ i _ i _ i _ i BKPSTM BENTENG
Mesin lsinnya Dipelibara

03 |01 [209]o07 |PemelhaznASCUTED | iy e TetapLainnysyang dpelhara | - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG
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o3 |m 209|000 gzxﬂ;zj'aa” Asettak | ) 1o Aset Tak Beruiud yang Dipelibara y y 0 y 0 y 0 - 0 BKPSOM | EENTENG
PemeiharaaniRehabiltasi Jumlah Gedung Kantar dan Bangunan
03 |01 |2.03{0003 | Gedung Kantor dan Lainnya yang Dgipeliharan'Direhabﬁitasi Uit Uit 50,000,000 Uit 51.500.000 Uit 56,650,000 Uit 56,650,000 BRPSOM BEMTENG
Bangunan Lainnya
gz::ih;;apn{;f:gilj|itasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
03 |01 (2.03(0010 F.antor atau Bangunan Lainnya yang - - a - a - a - 0 BRKPSOM BENTEMNG
Gedung Kantor atau dinelihars  direhakiltasi
Bangunan Lainnya ipelinarar direnabilitasi
g:::i"ah;;apnf::::ﬁtaﬂ Jumlzh Sarana dan Prasarana Pendukung
03 |01 |2.09)001 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya vang - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM BEMTENG
Pendukung Gedung Kantor Dipeliharallirehabilitasi
dan Bragunan Lainnya P
o o |zl PemeliharaaniRehabilitasi  |Luas Tanah yang Dila.k.uke.m _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKESOM BENTENG
Tanah PemeliharaaniRehabilitasi
2 Meningkatkan Meningkatnya . 5 5 Np—
Profesionalit K ompetensi d ersentase Pemenuhan . . - B B
rotesionalitas Kz:ﬁ;:;ﬂg;‘:ai 03 |02 KEPEGAWAIAN DAERAH | diLingkungan Pemerintah Daerah 87,12 | 92.60% 1.185.910.106 93,80 | 1.214.360.090 94,002 1.243.334.721 94,002 3.643.604.917 BKPSOM BENTENG
di Semua Jenjang
Jab
abatan Persentase Pegawai Berkinerja Baik | 99.7% | 100 100 100 1003
Ig:;?:‘:::::t'ian dan Persentase Pengadaan,
03 |02 [2.01 : . P dan Inf 6% 100z 322 961.887 100z 333.912.674 100z 346.682.674 100z 1.003.557.235 BKPSOM BENTENG
Informasi Kepegawaian K ian ASN
ASN epegavaian
Meningkatryakin
erja dan Disiplin Peryusunan Bahan Jumlah Dakumen hasil perumuzan Bahan
Pegawai 03 |02 |2.01) 0001 k.ebijakan Pengadaan ASN  |Kebijakan Pengadaan ASN B B 0 B 0 B 0 B 0 BRPSM BENTENG
E:Eﬂf:ﬁ;:n JE:FSC daanna Jumlah Jumlah Dakumen Hazil Penyuzunan Rencana
03 (02 (2071|0002 Jabatan un;uk Pelaksanaan Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk | 10okumen | 10akumen 31.500.000 1Dckumen 31.500.000 1Dckumen 31.500.000 5 Diakumen 31.500.000 BKPSOM BENTEMNG
Pengadaan AN Pelaksanaan Pengadaan 45N
03 | 02| 2.01| oong | KeerdnasidanPasibasi | hamlah Dokumen Kegiatan Kaordnasidan —\g oy e 5 Dcfomen 16.631.867 SOokumer|  BS4ZET | SOokumen BSZEM | Z50ckumen|  TBS42ET BKPSDM | EENTENG
’ Pengadaan PN dan PPPK. |Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPE e R R R
03 | 02 | 2.01] oopy | EvaluasiPengadaan ASH | umlah Laporan Hasi EvaluasiPengadaan |y 1) e 10,000,000 Ilaporan| 120000000 | 1Laporan 130,000,000 SLaporan 130,000,000 BKPSOM | EENTENG
dan Pengadaan ASN ASN
Perumuzan Bahan kebijakan | Jumlah Dakumen Hasil Perumusan Bahan _ _ _ _ _
03 |02 \2.01 0009 Pemberhentian A5M F.ebijakan Pemberhentian 5N 0 0 0 0 BRSO BENTENG
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F
03 |02 |21 |onng |KoordinasiPelaksanaan ) Jumlah Dokumen Hasi kegiatan Koardinasi |35 |3 potmen 46.300.000 3 46300000 | 3Dckumen 46.300.000 5 Dokumen 46.300.000 BKPSOM | BENTENG
Administrazi Pemberhentian | Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen
. . Uumlah Dokumen Hasil Evaluasi
03 |02 |2.01)|0007 | Evaluasi Pemberhentian 45N ) - - i] - i] - i] - i] EKPSOM EENTENG
Pemberhentian ASH
03 |0z |2.00|o00s ;gslj}“aS‘Lembagap'°f95‘ Jumlzh Lembaga Prafesi A5N yang Difasilitasi| 1Lembaga | 1Lembaga 45.220.000 1Lembaga 46.320.000 1Lembaga 42.000.000 1Lembaga 42.000.000 BKPSOM |  BENTENG
PETimLE SN Dahan ReDiakan Jumlah Dokumen Hazil
03 |02 |201|000s rfn99'°!aa”'33‘ada” Perumusan Bahan Kebijskan - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BEMTENG
momas! Pengelolaan Data dan Informasi 45H
3 oz |20 oo F‘engelolaa.nSistemlnformasi JumlahDokumenHa.siIPengelolaanSistem 4 Dokumen _ i _ i _ i _ i BKPSTM BENTENG
Kepegawaian Informasi Kepegawaian
Pengelolaan Data Jumlzh Dokumen Hasil Pengelolaan Data 4
03 |02 |2m)|oom ? ¢ 4 Dokumen| 4 Dokumen 46.000.000 47.000.000 4 Dokumen 47.000.000 20Dckumen 47.000.000 BKPSOM | BENTENG
Kepegawzian Kepegawzian Dokumen
EvaluasiData, Informasi dan JumlhL Hasil Evaluasi Data, Inf .
03 |02 |2.01|0012 | Sistem Informasi wmiah Laporan Nasl bealuasl Las, amas! 4 ooran | 1Laparan 26.250.000 1Laperan 26.250.000 1Laparan #7.340.000 5Laporan #7.340.000 EKPSOM |  BENTENG
K B dan Sistem Informasi Kepegawaian
Epega aian
03 (02 |24z Mutasi dan Promosi ASH | Persentase mutasi dan p iASN | 81 100 280.000.000 1002 282.250.000 100% 285.000.000 100% 847.250.000 BKPSOM |  BENTENG
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi
03 |02 |2.07] 0001 | Pengelolsan Musi ASH }J::jba.‘a.”':"".""”a”“”gg"Jaba‘a” |5 Dokumen|5 Diskumen 105,000,000 5 WS000000 | 5Cckumen 105,000,000 25 Ookumen| 105000000 BKPSOM |  BENTENG
ministrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi Dokumen
ASM antar Dasrah
03 |02 |2.02|oong |FengelolaanKenaikan ) B elolaan Kenaikan Pangkat ASH | - D00 700 130,000,000 700 10000000 |7000ckumen| 130000000 3500 130,000,000 EKPSOM |  BENTENG
Pangkat 45N Dokumen | Ockumen Dokumen Dokumen
03| 02 | 202) 0002 | Pengelolazn PromosiASi [ e Dokumen Hasl Pengelolaan Fremasi |5 0oy ) 2 1cfumen 45.000.000 e | 725000 | 2Dckumen 50.000.000 10 Dokumen 50.000.000 BKPSOM | EBENTENG
03 |02 |22 Penuenbopan FesenLese (gl % 100% 397.000.000 1003 407.116.786 100% 415.152.047 100% 1.219.268.833 BKPSOM |  BENTENG
Kompetensi ASN Kompetensi ASN
03 |02 |2.03|0001 E;‘j;g;ast?q”Kapas“as Jumlzh ASN yang Meningkat Kapasitasrya | 600 Orang | 800 Orang #1500.000 820 Orang 22 116,756 820 Orang 23152.047 3640 Crang 23152.047 BKPSOM |  BENTENG
03 |02 |203oony |Pengelolsan Assesmnat | umlzh Dokumen Pengelolazn Asszzament |4 mer 1000kumen £8.000.000 1Dokumen| 70000000 | 1Dckumen 72.000.000 4 Dokumen 72.000.000 BKPSOM | EBENTENG
Pengeloaan Administrasi Jumlzh Dakumen Hasil
03 |02 |2.03[0003 | Diklat Pengelolaan Administrasi Diklat - - 1] - 1] - 1] - 1] BKPSOM BEMTEMG
dan Senifikazi A5 dan Sentifikazi ASN
03| 02|z 03] o0 Een_gddaanpend‘d‘ka” dumizh A3 yangMendzpatkan Pendidksan | oo 40 0rang 105,000,000 WOrang | 110.000.000 10 0rang 110,000,000 500rang 110,000,000 EKPSOM |  BENTENG
anjutan A3M Lanjutan
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03 |02 |2.03(opos |KoerdinasidanKeriasama | Jumlzh Dokumen Hasil Koordinasi dankera | ) g men 157,500,000 1Ockumen| 0000000 | 1Dokumen 160,000,000 5 Dkumen 160,000,000 EKPSOM |  EENTENG
Pelaksanaan Diklat Sama Pelaksanaan Diklat
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan [ Jumlah 5N yang Mendapatkan Layanan _ _ _ _

03 |02 [2.03]000& Py F ssiitasi Sertiikasi Jabatan orang 0 0 0 0 BRKPSOM BENTEMNG
Evaluasi Diklat dan Serifikasi | Evaluasi Oiklat dan Sertifikasi

03 |02 [2.03|0007 Jshatan ASH Jshatan ASH - - 0 - 0 - 0 - 0 BRKPSOM BENTEMNG
Eillwyusunan Administrasi Jumlzh ASM yang Mendapatkan

03 (02 |2.03| 0008 dl aé kasi Jab Layanan Diklat dan Sertifikasi - - 1] - 1] - 1] - 0 EKFSDM EBEMTENG
Fi:n ?rtl'laS' abatan Jabatan Fungsional
Koordinasidan Kerjazzama | Jumlah Dokumen Haszil Koardinasi dan Kerja 3

03| 02 [2.03| 0003 | Pelaksanaan Diklat Jabatan  |SamaPelaksanaan Diklat Jabatan nfa  |2Dokumen 45.000.000 Dok 45.000.000 2 Diokumen 50.000.000 10 Dakumen 50.000.000 BRKPSOM BENTEMNG
Fungsional Fungsional oxumen

| 02 |203 000 Fasilita_siSertifikasi Fazilitazi Sentifikasi Fungsional _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
Fungsional A5N

o3| 02 |2 08l oom |E‘ugluasiDiklatf:lanSertfikasi EugluasiDiklatf:lanSertfikasi _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
'zjabat Fungsional Pejabat Fungsional
Sosialisasi dan Penyebaran | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan

03 |02 |2.03|0012|Informasi Jabatan Fungsional |Perwebaran Informasi Jabatan Fungsional nla - a - a - a - a BKPSOM BEMTENG
&3N &3N
Pembinaan Jabatan

03 |02 |2.03{0013|Fungsional Jumlzh ASM Fungsional yang dibina - - a - a - a - 1] BKPSOM BEMTENG
A5N
Fasilitasi Pengembangan Jurnlah ASM Jabatan Funasional

03 |02 |2.03|0014 |Karir dalam Jabatan e palan UDBSNE A | g - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM | BENTENG

: Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir

Fungsional

iz oz [zmloos EualuasiPenggmbangan JumlahDokumenHasiIEuaIuasi. Laporan _ i _ i _ i _ i BKPSTM BENTENG
Jabatan Fungsional Pengembangan Jabatan Fungsional

03 |02 |24¢|  |PenilaiandanEvaluasi |Persentase penilaian dan evaluasi | gq, | qpqy 185.948.219 0% | 191080.630 1003 196.500.000 100% 573.576.649 | EKPSOM | BENTENG
Kinerja Aparatur kinerja aparatur
Penyuzunan Kebijakan Peryusunan K.ebijakan Penilzian

03 |02 |2.04|0001| Penilaian kil - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM | EENTENG
dopoop o oo p o [ dan Evaluasi Kineria Aparatur

03 |02 |2.04|oane |Felsksanan Penilsiandan | Jumlah Dokumen Hasi Pelaksanazn " " 216219 " 22415630 | 0okumen 23,000,000 B50okumen| 23000000 BKPSOM |  BENTENG
Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen | Dokumen Dokumen
Evaluasi Hasil Perilsian dan Jumlah Dakumen Hazil Evaluasi

03 |0z [2.04(0003 e Hasil Penilaian dan Evaluasi - - 1] - 1] - 1] - 1] BKPSOM BEMTEMG
Evaluasi Kinerja Aparatur T

Kinerja Aparatur

03 |02 |2.04|o00s |PengelolaanPemberian s Diberkan Penghargasn | Tersng | Werang 42.800.000 12 orang 44.000.000 15 arang 47.000.000 S3arang 47.000.000 EKPSOM |  BENTENG

Penghargaan Bagi Pegaw s
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Penyusunan Kebijakan Teknis

Pengelolaan T“anda Jasa

5|03 |02 |2.0d) 0005 |hagi Jumlah &5M yang Diberikan Tanda Jasa - - i - i - i - i BKPSOM BEWTENG
Penawai
EvaluasiPelaksanaan Jumlah Dakumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan 7

5 |03 |02 |2.04|0008 | Pemberian Penghargaan dan|Pemberian Penghargaan dan TandaJaza |2 Dokumen| 2 Dokumen £3.300.000 Dok 72.165.000 2 Dokumen 72.500.000 10 Dokumen 72.500.000 BKPSOM BEWTENG
Tanda Jasa Aparatur Aparatur okumen

5103 (02 |2.04] 0007 | Pembinasn Disipn ASH f(“e"d‘ljmsa’: yangMendapatianPembinzan | ¢ | g7 o 26,250,000 Toang| 0000 | 3 orang 27,000,000 B20mng | 27000000 BKPSOM | BENTENG

5|03 [0z | |ooog | Cenoelolaan Penyelessian - Jumlzh Laporan Hasi Pengellazn ELaporan| | o 26,250,000 i B0 | Wleporn | 27000000 |lspwan| 27000000 EKPSOM | BENTENG
Pelanggaran Disiplin 454 |Penwelesaian Pelanggaran Disiplin 45N Laporan Laporan

5 |03 10z |7.00| oo Pelayanlan Proses I;in dumlzh Dokumep Prosles [zin Perceraian Dokumen ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 BKPSOM | BENTENG
Perceraian Pegay ai Peqawaiyang Dilayani

5|03 |02 |2.04(0010] Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin 45N - - i - i - i - i BKPSOM BEWTENG

5 (04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 18,96% | 81.50% 1.813.262.015 83 1.856.762.1H 83, 75% 1.901.064.516 83.75% 5.571.088.702 BKRSOM BENTENG

Penyelenggara Unuzan
Pemerirtahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Perunjang, dan Unuzan
Pemerirtahan Umum

dan Unuzan Pemerintahan Umum yang
Dizusun

5 |04 |02 [201 Ee“ge'“"a'?ga“ ) Peningkatan Kualitas SOM Aparatur 100% 605.566.015 100% | 635.077.1M 100% 693.368.516 100% 1934.011.702 | BKPSOM | BENTENG
ompetensi Teknis Berbasis Tunoksi
erbasis Tupoksi
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana
Teknis danFencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
Pengembangan Kompetensi {Inti, dan Piikan bagi Jabatan Administrasi
Teknis Umum, Inti, dan Filhan | Perwelenggara Unusan Pemerintahan
bagiJabatan Administrasi  [Kankuren, Perangkat Daerah Penunjang,
5| 0d| 02 201 oo nla | 10ckumen 15.000.000 10ckumen 15.300.000 - 0 3 Dakumen 0 EKPSOM BENTENG

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
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I I Penyusunan Standar Jumlzh Standar Perangkat Pembelajaran
Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Megeri Kompetensi
Pemerintah Dalam Megeri Tekniz Umum, Inti, dan Filihan bagi Jabatan
Kompetensi Teknis Umum, | Administrasi Penyelenggara Uusan
Inti, dan Pilihan bagijabatan | Pemerintahan Kankuren, Perangkat Daerah
o0 Administrasi Penyelenggaran | Penunjang, dan Unusan Pemerintahan Umum
5| 04| 02|20, Urusan Pemerintahan yang Disusun - - i - i - i - i BKPSOM BENTENG
Karkuren, Perangkat Dazrah
Perurjang, dan Uruzan
Pemerintahan Lmum
Penyelenggaraan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan
Pengembangan Kompetensi | Kompetensi
Tekniz Umum, Inti, dan Pilhan
bagi Jabatan Administrasi
5| 04 0z | 20| 000 Penyelengars Urusan nla | 1050rang 471.900.000 105 Orang 503,510,000 105 Orang 570.939.000 105 Orang 570.939.000 BKPSOM BENTENG
3 |Pemerintah Kankuren,
Perangkat Dasrsh
Perurjang, dan Uruzan
Pemerintahan LUmum
504 |02 (2.01)000 (Pembinaan, Jumlah Dakumen Hasil Pembinaan,
4 Pengoardinasian, Fasilitasi, |Pengoordinasian, Fasiliiasi, Pemantauan,
Pemantauan, Evaluasi, dan  |Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan
Pelaparan Pengembangn | Kampetensi Tekniz Umum, Inti, dan Pililkan
kompetensi Teknis Umum,  |bagi Jabatan Administrasi Peryelenggara
Inti, dan PilhanBagi | Unisan Pemerintshan Konkuren, Perangkat | 10ckumen | 1Dckumen 118,886,075 10ckumen| 15987171 10skumen 122,389 5% 5 Dokumen 122,389 5% EKPSOM |  BEMTEMG
Jabataban Administrasi Diaerah Penunjang, dan Unuzan
Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Uiusan
intaban | lmom
Kelembagaan, Terselenggaranya Pemetaan dan
5 |04 |02 |z P bang. Evaluasi i Jabatan 1Kali 1Kali 1.207.696.000 1Kali 1.221.685.000 1Kali 1.207.696.000 1Kali 3.637.077.000 BKPSOM BENTENG
Kompetensi Manajerial |Pengawas
e Frere]
Penyusunan Kebijakan
Tekris P Jurmlak Kebijakan Tekniz dan
dan Rencana Sertifikasi S ]
. Rencana Senifikasi Kompetensi,
Kompetensi, Pengelolaan
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga
Kelembagaan, Tenaga ]
. |Pengembang Kompetensi, Sumber
Pengembang Kampetens, Biclarar Kera S
5| 04| 00|2.020001| Sumber Belsjar, Kerja Sama, |00 i =13 2ama, ) - - 0 - 0 - 0 - ] EKPSOM BEMTENG
. | Pengembangan Kompetensi
Pengembangan Kompetensi [~ =
= Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Dagrah, Jabatan Piminan Tinaai K .
Pimpinan Tinggi impinan Tinggl, Kepemimpinan
- 4 dan Prajabatan,Serta Jabatan
Kepemimpinan Fungsional wang Disusun
danPrajabatan, serta
lahatan
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r I-'enlglelollaan Lemb.aga Jumlzh Lembaga Sertifikasi
0an Sertifkasi Penyelenggara Pemerintahan
04| 00202 Peryelenggara Heienaga - - i - i - i - i BKPSOM | BENTENG
2 Pemeri Dalam Negeri K.abupateniKata
‘emerintahan .
Dlalaom Memest yang Terkelala dengan Baik
Pelaksanaan Sertifikasi -
04| 00{202| 10 | ompetensidiLingkungan, | umizh M yang Terserifk s y y ] y ] y ] y ] EKPSOM |  EENTENG
3 - Lingkup KabupateniKata
Pemerintah K abupatenikata
0o ?::Sel:g:: I'::eb::agaan, Jumlzh Laparan Pengelolaan
04| 00|22, | nea SaemRang Kelembagaan, TenagaPengsmbang - - 0 - 0 - 0 - 0 BKPSOM |  BENTENG
P e FKompetensi, dan Sumber Belajar
dan Sumber Belajar
Pelaksanaan Kerja Sama
od| oolzoz 000 | antar Terlakzananya Kerja Sama antar _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKESOM BENTENG
5 |Lembaga Lembaga
Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar
Standar Perangkat Perangkat Pembelsjaran Pemerintahan
Pemhbelajaran Pemerintahan | Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
RN 000 |Dalam Meger bagi Pimpinan Pimpintan Tinggi, dan Jabatan Fungsianal Dokumen _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKPSOM BENTENG
B |Daersh, Jabatan Pimpinan | yang Disusun
Tinggi, dan Jabatan
Fungsional
Peryelenggaraan Jumlzh Laparan Hasil Penvelenggaraan
Pengembangan Kompetensi | Pengembangan Kempetensi bagi Pimpinan
bagi Pimpinan Daerah, Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
04| 02)202|0007 |JabatanFimpinan Tnggi, - |Fungsionl Kepemimpinan, danFtaizbalan |51 aporan | §Laporan 1207.636,000 Slaporan| 1221685000 | SLaporan 1207636000 | 25Lsporan | 1207.36.000 BKPSDM |  BENTENG
abatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Pembinaan, Jumlah Dokumen Hasil
Pengoordinasian, Pembinaan, Kaordinas, Fasilitasi,
Fazilitasi, Pemantauan, Pemantauan, Evaluasi, dan
Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Sertfikasi,
danPelaporan Pelaksanaan |Pengelolaan Kelembagaan dan
Sentifikasi, Pengelolaan Tenaga Pengembang Kompetensi,
od| 2|z 0zloo0s kelembagaan dan Tenagg Peljgelolaan Sumber Belajar, dan _ _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 BKESOM BENTENG
Pengembang Kompetensi,  |Kerja Sama
Pengelolaan Sumber Belajar,
dan
Ferja Sama, serta
Pengembangan
Kompetensi Fimpinan
Daerah
TOTAL 7.974.868.264 8.166.185.355 8.361.030.536 24.502.084.155
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KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

Sebagai komitmen untuk pendukung pencapaian tujuan

dan sasaran dalam RPJMD, maka indikator kinerja yang mengacu

dan mendukung

sebagaimana tabel berikut.

tujuan dan

TABEL 7.1

sasaran RPJMD diuraikan

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KONDISI KONDISI
KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KINERJA
NO INDIKATOR PADA PADA
AWAL AKHIR
PERIODE PERIODE
RPJMD 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |1. Persentase 87,12% | 89,21% | 90,40% | 92,60% | 93,80% 94% 94%
pemenuhan
ASN di
lingkungan
pemerintah
daerah
. Persentase 99,7% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pegawai
Berkinerja Baik
2. |1. Persentase 18,96% | 80,25% 81% 81,50% 83% 83,75% 83,75%
Cakupan ASN
yang Lulus
Diklat
Kepemimpinan,
Diklat
Fungsional,
Diklat Sosio-
kultural dan
Diklat Teknis
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
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BAB VIII
PENUTUP

Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar yang
disusun dengan memperhatikan RPMJD mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan
selayar Tahun 2021-2026 dimaksud sebagai dokumen
perencanaan strategis BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
yang merupakan penajaman program BKPSDM Kabupaten
Kepulauan Selayar 2021-2026 dan diharapkan mampu
mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci
keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam
mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-
program BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun
2021-2026.

Selain itu, penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten
Kepulauan Selayar 2021-2026 merupakan rencana yang masih
bersifat strategis dan indikatif, sehingga masih diperlukan

penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai
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upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (Lima)
tahun. Penjabaran ini berupa Rencana Kerja Tahunan yang
disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang
telah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Penyusunan Renstra
merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan
Kepegawaian yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam
bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit,
terarah dan transparan dalam usulan Rencana Kerja Anggaran
(RKA).

Pelaksanaan Renstra BKPSDM 2021-2026 menjadi
tanggung jawab  Kepala Badan = Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga target yang
akan dicapai perlu dipertimbangkan dengan target yang ada di
RPJMD serta pagu indikatif yang telah ditetapkan. Monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BKPSDM 2021-
2026 dilaksanakan secara bersama oleh Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kepala Badan
Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang berisikan pelaksanaan urusan
kepegawaian dan pengembangan tidak terlepas dalam
penguatan peran para stakeholders yaitu pemerintah, swasta
dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan Rencana Kinerja
BKPSDM menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan

Atas Kinerja Tahunan serta program dan kegiatan yang
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direncanakan merupakan program kegiatan vang meiibatkan
semua mhak.

Demikian Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauvan
Selavar tahun 2021-2026 semoga dapat dijadikan pedoman
untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan

di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bag: kita

semua.

Benteng, Agustus 2023
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